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ABSTRAK 

SARIBULANG SULTAN (E211 14 013 ), Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone, XIV + 
108 Halaman + 9 Tabel + 2 Gambar + 10 Lampiran + 39 Daftar Pustaka 
(1991-2017) +  Dibimbing oleh: Dr. Suryadi Lambali, MA dan Dr. Gita 
Susanti, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendekripsikan Kualitas 
Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru 
Kabupaten Bone dilihat dari teori standar kualitas jasa menurut Groonros (dalam 
Tjiptono 2011) yaitu Profesionalisme and skill (Profesionalisme dan keahlian), 
Attitudes and behavior (Sikap dan Perilaku), Accessbility and flexibility 
(Kemudahan pencapaian dan penyesuian pelayanan), Realibility and 
trustworthiness (Kehandalan dan kepercayaan), Recovery (Pengendalian situasi 
dan pemecahan masalah), Reputation and credibility (Nama baik dan dapat 
dipercaya). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 
Informan  berjumlah 22 orang yaitu Pasien atau keluarga pasien yang 
memperoleh pelayanan, Kabid Pelayanan medis sebagai yang mengetahui 
segala proses dan kondisi pelayanan oleh pegawai di loket pelayanan, salah satu 
Pegawai loket bagian pelayanan BPJS kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh secara langsung dari informan sedangkan data sekunder 
bersumber dari data yang ada  di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Tenriawaru Kabupaten Bone, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
masalah yang akan diteliti. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan BPJS Kesehatan 
di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone secara umum sudah berjalan baik, 
meskipun masih ada beberapa hal yang mesti di perbaiki seperti sikap yang 
kurang ramah dari petugas medis yang masih muda dan petugas administrasi 
yang masih baru, Kehandalan dan kepercayaan terhadap petugas administarsi 
dan petugas medis masih belum maksimal, masih perlu untuk ditingkatkan lagi. 

Kata kunci : Kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit. 
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ABSTRACT 

SARIBULANG SULTAN (E211 14 013) , Quality BPJS Health Service at Home 
Sick General Area (Hospital) Tenriawaru District Bone,  XIV + 108 Page + 9 
Table  + 2 Picture +  10 Attachment +  39 References (1991-2017) 
Supervised by: Dr. Suryadi Lambali, MA and Dr. Gita Susanti, M.Si.  

Research this aim for knowing and decrypt Quality BPJS Health Service at 
Home Sick General Area of Tenriawaru Regency of Bone seen from theory 
standard quality services according to Groonros (in Tjiptono 2011)  Profesio 
nalisme and skill, Attitudes and behavior , Accessibility and flexibility, Realibility 
and trustworthiness , Recovery, Reputation and credibility.  Method The research 
is qualitative descriptive. Informant   amounted to 22 people namely Patient or 
family patients who obtain service, Kabid Service medical as the knowing all 
processes and condition service by clerk at the counter service, wrong one 
Employee counter part BPJS health care Home Sick General Area of Tenriawaru 
Regency of Bone. Data source used is the primary data obtained on directly from 
informant while secondary data sourced of the data contained in Home Sick 
General Area of Tenriawaru Bone district, the documents relating with issues to 
be investigated.  

Results research showing that quality service BPJS Health at Home Sick 
General Area of Tenriawaru Bone regency in general already walk well, though 
still there is some things that must be improved as attitude is lacking friendly from 
officer medical ones still are young and officer the administration is still new , 
Reliability and trust to officer administration and officer medical still not yet 
maximum , still need for improved again. 

  
Keywords: Quality service , BPJS Health , Home Sick. 
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Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. 
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penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 
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adalah " Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 

( RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone.”  Skripsi ini diajukan sebagai salah satu 
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Politik Departemen llmu Administrasi Universitas Hasanuddin. 
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dilalui. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa - doa yang 

selama ini telah dipanjatkan kepada penulis, serta jasa - jasa yang tidak 

terhingga, terutama terima kasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada 

kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Sultan Ahmad dan Ibunda Murniati, 

Terimakasih atas segala doa yang tidak putus - putus serta bantuan, dukungan 

dan kasih sayang yang terus diberikan serta dukungan moral dan material yang 

telah di berikan untuk ananda selama ini. Semoga ananda bisa menjadi 
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sedalam -dalamnya untuk nenek tercinta (Sitti) dan tante tercinta (Murniati Dan 

Junaedah)  yang tidak bosan - bosannya memberi dukungan, doa dan kasih 

sayang kepada penulis dari kecil sampe sekarang. Terimakasih untuk semua hal 
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indah bagi penulis. 

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak 

yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh 

karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan 

ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan, teruntuk kepada : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan sebagai proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara lansung, merupakan 

konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Layanan 

yang diberikan haruslah sesuai dengan standar pelayanan seperti yang termuat 

dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan 

bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang 

menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa 

kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. 

Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak 

memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai 

dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakatpun enggan 

mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir pasti 

mereka  pasrah menerima layanan seadanya. Praktek semacam ini menciptakan
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kondisi yang merendahkan posisi tawar dari masyarakat sebagai pengguna jasa 

pelayanan dari pemerintah, sehingga memaksa masyarakat mau tidak mau 

menerima dan menikmati pelayanan yang kurang memadai tanpa protes. Satu 

hal yang belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam bidang Pelayanan 

Umum (Publik Service), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan 

aparatur pemerintah kepada masyarakat . 

Pemerintah  sebagai  penyedia jasa (service provider ) bagi masyarakat 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era 

otonomi daerah, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin 

ditantang untuk optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari 

masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. 

 Tujuan  pelayanan publik di era sekarang memiliki urgensi yang sangat 

penting bagi pemerintah dan masyarakat diantaranya terciptanya pelayanan 

yang professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, 

responsif, adaptif, serta terwujudnya suatu pemerintahan yang baik.  

Salah satu pelayanan publik dari pemerintah pusat maupun daerah 

adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang berkulitas, mengingat 

kesehatan adalah faktor paling utama dalam kehidupan manusia. Pelayanan 

kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang penyelenggara pembangunan 

kesehatan. Bentuk  penyelenggara pelayanan kesehatan tersebut merupakan 

perwujudan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan dan 

diselenggarakan dalam bentuk instansi seperti rumah sakit, poliklinik, 

puskesmas, balai kesehatan, laboratorium, posyandu dan berbagai jenis 

pelayanan lainya  yang tujuanya adalah pencapaian derajat kesehatan seluruh 

lapisan masyarakat secara optimal. 
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Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang  optimal dan berkualitas, sebagaimana fungsi 

pemerintah untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan pada warga 

masyarakat secara maksimal, salah satunya dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dibidang  kesehatan. Berbicara mengenai pelayanan publik 

maka tentunya instansi pemerintah memiliki peran dalam hal ini, pelayanan 

kesehatan adalah salah satu bentuk pelayanan publik. Bentuk ukuran atau 

standar pelayanan  tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahaui sejauh mana 

pemerintah berhasil atau gagal melaksanakan pelayanan publik di bidang 

kesehatan. 

Pelayanan publik yang berkualitas khusunya dibidang kesehatan 

merupakan tolak ukur pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan 

pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun, salah satu tantangan mendesak 

dalam pembangunan kesehatan dewasa ini adalah bagaimana memastikan 

ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas dan 

berkesinambungan bagi masyarakat. Pembangunan kesehatan pada dasarnya 

diarahkan untuk mewujudkan tujuan ini.  Mengingat tujuan dari pembangunan 

kesehatan adalah untuk meningkatkan  kesadaran, kemauan, hidup sehat bagi 

setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setingi-tingginya 

sebagai perwujudan kesejahteraan secara umum. 

Pembangunan kesehatan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan 

kepada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan suatau tatanan yang 

menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling 

mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai 

dengan tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan undang-undang dasar 
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1945 yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, 

maka setiap pemyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional  (SKN) berdasarkan 

pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 28 H ayat 1 yang menggariskan bahwa setiap masyarakat berhak atas 

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan tanpa membeda-

bedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin, status sosial ekonomi, serta 

pelaku dari pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah masyarakat, 

pemerintah ( pusat, kabupaten, kota). 

Pembangunan kesehatan bagi pemerintah pusat maupun daerah harus 

saling bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yang 

terencana dan terpadu dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya. Salah satu instansi yang menyelenggrakan pelayanan 

kesehatan adalah rumah sakit. Rumah sakit sesuai dengan fungsinya 

(melaksanakan pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis) 

berkewajiban mengupayakan, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan 

bermutu dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkulitas. 

Dalam undang-undang 1945 pasal 28 ayat 1 yang menggariskan bahwa setiap 

rakyat berhak atas pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya tanpa 

membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan status sosial, ekonomi. 

Namum pada kenyataanya pelayanan yang diberikan oleh beberapa instansi 

penyedia pelayanan termasuk rumah sakit masih belum sesuai dengan apa yang 

digariskan oleh undang-undang, salah satunya adalah adanya  diskriminasi yang 

didapatkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. 

Sebagaimana dalam undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

pengaturan penyelenggraan rumah sakit di tegaskan dalam pasal 3 yang 
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bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, 

masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. 

meningkatkan mutu dan standar pelayanan rumah sakit. memberikan kepastian 

hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit. 

Namun pada kenyataanya masih ada rumah sakit  yang memberikan pelayanan 

yang berbelit-belit, tidak professional serta lamban dalam melayani pasien.  

Kabupaten Bone yang dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi 

selatan yang telah menunjukan kemajuan secara signifikan dalam hal 

pembangunan fisik, diharapakan oleh seluruh stakeholders agar pemerintah 

menujukan pula kemajuan pembangunan dalam hal pelayanan publik. Karena 

masyarakat kabupaten bone bukan hanya membutuhkan kepuasan dari segi 

pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kepuasan dari pelayanan publik 

yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone. Setiap instansi di Kabupaten 

Bone yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat 

harus mampu menunjukan kualitas pelayanan yang prima supaya keluhan-

keluhan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat 

diminimalisir bahkan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. 

Salah satu instansi yang diharapkan memberikan kualitas pelayanan 

publik yang prima kepada masyarakat adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone.  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone 

merupakan merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Bone yang 

terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Watampone, Kelurahan Macanang, 

Kecamatan Tanete Riattang Barat. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1985 
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atas bantuan Bank Dunia dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Juli 1987. 

RSUD Tenriawaru diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 18 

Oktober 1988 sebagai rumah sakit kelas C. RSUD Tenriawaru didirikan di atas 

tanah seluas 40.000 m2. Jangkauan pelayanan RSUD Tenriawaru tidak hanya 

meliputi wilayah Kabupaten Bone saja, tetapi hingga wilayah kabupaten 

sekitarnya seperti Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. 

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan, RSUD 

Tenriawaru senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

 Rumah sakit ini berkomitmen bahwa senantiasa mengutamakan 

kedisiplinan untuk mewujudkan pengabdian dalam bidang kesehatan dan akan 

terus berupaya demi kesembuhan dan kepuasan pasien. Dengan visi “Menjadi 

rumah sakit pendidikan yang berkualitas dan mandiri untuk mewujudkan 

pelayanan kesehatan paripurna menuju masyarakat Bone yang sehat”, dan 

senantiasa memberikan mutu pelayanan kesehatan professional dengan standar 

pelayanan prima yang dilandasi asas kemanusiaan.  

Namun, tampaknya di rumah sakit ini masih memiliki banyak kendala atau 

masalah dalam hal pelayanan kesehatan khususnya pasien pengguna BPJS, 

sehingga masyarakat banyak mengeluhkan pelayanan di rumah sakit ini. Hal ini 

dapat dibuktikaan dari beberapa pemberitaan yang dimuat dalam media massa 

maupun media elektronik lainnya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa 

pelayanan khusus untuk pasien pengguna BPJS sangat bermasalah. Keluhan 

dari pasien pengguna BPJS yang mengaku kecewa dengan pelayanan Rumah 

Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone. Pasalnya pelayanan di RS 

tersebut tidak memenuhi kebutuhan pasien oleh petugas atau perawat. Banyak 

kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat termasuk salah satu pengaduan 
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masyarakat atau pasien pengguna BPJS di website www.lapor.go.id, keluarga 

pasien pengguna BPJS ini mengeluhkan bahwa tidak adanya kepastian prosedur 

pelayanan dalam menebus obat dan alat bantu kruk bagi orang tua nya yang 

sedang mengalami patah tulang, padahal dokter menyarankan untuk mengambil 

alat bantu kruk itu di bagian penebusan obat. 

Pada saat pengklaiman biaya pembelian, pihak RS menyampaikan 

bahwa untuk pembelian alat bantu seperti itu harus menggunakan kuitansi 

khusus RS yang ditandatangani dan distempel pihak toko alat kesehatan untuk 

dapat diklaimkan ke RS. Yang sangat tidak menyenangkannya adalah tidak ada 

satupun perawat/petugas RS yang memberikan arahan/petunjuk untuk melapor 

ataupun memberikan form kuitansi tersebut ke peserta sebelum yang 

bersangkutan membeli alat bantu tersebut. Yang ada, salah satu pihak RS ini 

memberikan form kutansi itu pada saat diajukan pengklaiman biaya pembelian.  

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone selaku lembaga resmi pemerintah 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang telah melayani masyarakat 

selama berpuluhan tahun terindikasi kurang memuaskan pasein dan realitanya 

tidak sesuai dengan visi yang menyatakan bahwa  “berkomitmen untuk 

senantiasa mengutamkan kedisiplinan untuk mewujudkan pengabdian dalam 

bidang kesehatan dan akan terus berupaya demi kesembuhan dan kepuasan 

pasien, senantiasa memberikan mutu pelayanan kesehatan professional dengan 

standar pelayanan prima yang dilandasi asas kemanusiaan. Dari permasalah 

tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kualitas 

Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

Kabupaten Bone” 

http://www.lapor.go.id/
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I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu  Bagaimana Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone ?  

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone. 

I.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal berikut:  

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

Kabupaten Bone dan diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas topik yang sama. 

b. Manfaat Praktis  

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai Kualitas  Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sehingga bisa dijadikan referensi untuk 

perbaikan mutu pelayanan kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

II.1. Konsep Kualitas 

Kualitas  pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relative 

karna bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai dan menentukan 

tingkat penyesuaian terhadap suatu hal persyaratan dan spesifikasinya, bila 

persyaratan dan spesifikasnya itu sudah terpenuhi maka kualitas terhadap sutau 

hal dapat dikatakan baik, untuk menentukan kualitas memerlukan indikator 

karena spesifikasi merupakan indikator yang harus dirancang, kualitas secara 

tidak langsung merupakan hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan 

untuk diperbaiki atau ditingkatkan.  

II.1.1. Defenisi Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas sesuatu hal selalu terkait dengan nilai atau kondisi terbaik yang 

terwujud  tentang hal itu. Dengan demikian kualitas pelayanan publik, merupakan 

kondisi dimana masyarakat memperoleh pelayanan yang bernilai atau pelayanan 

yang terbaik. 

Menurut Zetmal dan Bitner (dalam Madubun 2017 : 73) kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingakat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Artinya 

dalam setiap pemberian pelayanan publik, pelangganlah yang harus dipenuhi 

kepentinganya sebagai wujud  kualitas dari suatu penyelenggaraan pelayanan 

publik. Sedangkan menurut Mukarom dan Laksana (2015 : 103) mengemukakan 

bahwa pelayanan publik hanya akan menjadi baik/berkualitas apabila 

masyarakat yang mengurus suatu jenis pelayanan mempunyai posisi tawar yang 

sebanding dengan posisi tawar petugas pemberi pelayanan.  
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Defenisi kualitas pelayanan yang lebih komperhensif sebagaimana 

dikemukakan Tjiptono (2011 : 2) bahwa kualitas meliputi kesesuaian suatu hal 

dengan persyaratan atau tuntutanya, kecocokan pemakainya, penyempurnaan 

berkelanjutan, bebas dari kerusakan, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak 

awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal, serta 

sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Pengertian tersebut 

menggambarkan bahwa kualitas merupakan wujud terbaik yang dicapai sesuai 

dengan dua hal, yaitu standar pelayanan dan keinginan pelanggan. 

Pendapat diatas, sangat sejalan dengan pandangan Albercht dan Zemke 

(dalam Madubun 2017 : 74 ) yang menyatakan bahwa kualitas pelayaann publik 

adalah hasil interaksi dari beberapa aspek, yaitu sistem pelayanan, SDM 

pemberi layanan,  strategi dan pelanggan.  

II.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh 

bergabagai faktor diantaranya sebagai berikut : 

1. Tingkat kompetensi aparat 

Kompetensi aparat merupakan akumulasi dari sejumlah sub-variabel 

seperti tingkat pendidikan,jumlah tahun pengalaman kerja, dan variasi pelatihan 

yang diterima.  Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi  tingkat 

pendidikan seorang aparat maka semakin baik pula pelayanan yang diberikan 

dikarenakan pengetahuan yang ia miliki, begitu pula dengan pengalaman kerja 

dan variasi pelatihan yang diterima. 

2.  Kualitas peralatan yang digunakan 

Kualitas peralatan yang digunakan untuk memproses pelayanan akan 

dapat mempengaruhi prosuder kecepatan proses, dan kulitas keluaran (output) 
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yang akan dihasilkan. Dalam hal ini dapat dikatan bahwa organisasi yang 

menggunakan teknologi moder servis komputer memiliki metode dan prosuder 

kerja yang berbeda dengan organisasi yang masih menggunakan cara manual. 

Dengan mengadopsi teknologi modern dapat menghasilkan output yang lebih 

banyak dan berkualias dalam waktu yang relaif lebih cepat. 

3. Budaya organisasi  

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut 

oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi 

lainya. Budaya paternalism yang masih mendominasi birokrasi di Indonesia telah 

melahirkan pola hubungan atntara atasan dan bawahan seperti patron-clients, 

sifat hubungan ini mengandung makna bahwa patron atau bapak memiliki 

kewajiban melindungi dan memenuhi kebutuhan clients atau anak. Sementara 

itu, clients atau anak berkewajiban loyal dan menjaga nama baik patron atau 

bapak. Hubungan patron-clients ini membawa konsekuensi, yaitu apabila ada 

kesalahan mereka akan saling menutupi kesalahan. (Dwiyanto 2006: 56 ) 

II.1.3. Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan  

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif 

bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu 

memenuhi enam prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur 

maupun perusahaan jasa. Ke enam prinsip ini sangat bermanfaat dalam 

membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan  

penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh 

pemasak, karyawan, dan pelanggan. Enam prinsip pokok tersebut menurut 

Wolkins (  dalam Tjiptono 2011: 75-76) 
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1. Kepemimpinan, strategi kulitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 

komitmen dari manajemen puncak. 

2. Pendidikan, semua personal perusahaan dari manajer puncak sampai 

karyawan opersional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. 

3. Perencanaan, proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran 

dan tujuan kulitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk 

mencapai visinya. 

4. Review, proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah organisasi. 

5. Komunikasi, implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh 

proses komunikasi dalam perusahaan. 

6. Penghargaan dan pengakuan (total human reward), Penghargaan dan 

pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi kualitas. 

Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan 

prestasinya tersebut diakui.  

II.1.4. Dimensi Kualitas Pelayan Publik  

Untuk menilai kulitas pelayanan publik itu sendiri, terdapat sejumlah 

indikator yang dapat digunakan menurut beberapa ahli diantaranya : 

1. Menurut Lenvine (dalam Dwiyanto 2006 :120 )  Produk pelayanan publik 

didalam Negara  demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator yaitu 

responsiveness ,responsibility, dan accountability. 

a. Responsivness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan 

terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupaun tuntutan pengguna layanan. 

b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatau ukuran yang menunjukan 

seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai 
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dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administarsi dan organisasi 

yang benar dan telah ditetapakan. 

c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menujukan 

seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan 

kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam 

masyarakat.   

Sementara itu, Gibson , Ivancevich dan Donnely (dalam Dwiyanto 2006 : 

64) memasukan dimensi waktu, yaitu menggunakan ukuran jangka pendek, 

jangka panjang, jangka menengah dalam melihat kinerja organisasi publik. 

Dalam hal ini, kinerja pelayana publik terdiri dari produksi, mutu, efesiensi, 

fleksibilitas, dan kepuasan untuk ukuran jangka pendek persaingan dan 

pengembangan untuk jangka menengah serta kelangsungan hidup. 

1. Produksi adalah ukuran yang menunjukan kemampuan organisasi untuk 

menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungannya. 

2. Mutu adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan 

3. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan 

4. Fleksibilitas adalah ukuran yang menujukan daya tanggap organisasi 

terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal. 

5. Kepuasan menunjukan pada perasaan karayawan terhadap pekerjaaan dan 

peran mereka di dlam organisasi 

6. Persaingan menggambarkan posisi organisasi di dalam berkompetesi 

dengan organisasi lain yang sejenis. 

7. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan 

tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya 

untuk berkembang melalui investasi sumberdaya. 
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8. Kelangsungan hidup adalah kemamapuan organisasi untuk tetap eksis di 

dalam menghadapi segala perubahan.  

Sedangkan Zeithaml, parasuraman dan berry (1990 : 26) menggunakan 

ukuran tangibels, reliability, responsiveness, assurance, empathy. 

1. Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan.pegawai, dan fasilitas-fasilitas 

komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 

2. Realiability  atau realibilitas adalah kemampuanuntuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

3. Responsiviness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 

pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 

4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan 

para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada 

petugas layanan. 

5. Empathy adalah kemampuan untuk memberikan perhatian kepada pengguna 

layanan secara individual. ( Dwiyanto 2006 : 126 ) 

  Sedangkan menurut menurut Gronroos (dalam Tjiptono 2011:202 ) 

dimensi kualitas jasa yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan 

ada tiga kriteria pokok yaitu outcame-related (berhubungan dengan hasil), 

process-related (berhubungan dengan proses) dan image-related criteria 

(berhubungan dengan citra jasa) dan ketiga kriteria tersebut di jabarkan 

menjadi 6 unsur yaitu : 

1. Professionalism and skill ( Profesionalisme dan keahlian) kriteria ini 

merupakan outcame –related (berhubungan dengan hasil) dimana pelanggan 

menyadari bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional dan sumber 
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daya fisik, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah pelanggan secara professional. 

2. Attiudes and behavior ( Sikap dan perilaku) Kriteria ini merupakan process-

related criteria dimana pelanggan merasa bahwa karyawan menaruh 

perhatian terhadap mereka dan berusaha membantu dalam memecahkan 

masalah mereka secara spontan dan senang hati. 

3. Accessibility and flexibility ( Kemudahan pencapaian dan penyesuaian 

pelayanan) kriteria ini merupakan process-related criteria diamana pelanggan 

merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan sistem 

operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga 

pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah. Selain itu dirancang juga 

dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan 

permintaan dan keinginan pelanggan. 

4. Realibility and trustworthiness (Kehandalan dan kepercayaan) Kriteria ini juga 

termasuk dalam process-related criteria dimana pelanggan memahami 

bahwa apapun yang terjadi mereka bisa mempercayakan sesuatu kepada 

penyedia jasa beserta karyawan sistemnya.. 

5. Recovery (Pengendalian situasi dan pemecahan masalah) Recovery 

termasuk dalam proses process-related criteria, pelanggan menyadari bahwa 

bila ada kesalahan atau bila ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka 

penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi 

dan mencari pemecahan yang tepat. 

6. Reputation and credibility (Nama baik dan dapat dipercaya) Kriteia ini 

merupakan image-related criteria, pelanggan menyakini bahwa operasi dan 
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penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang 

sesuai dengan pengorbananya.  

II.2. Konsep Pelayanan 

 Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui 

aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. 

Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, pancaindera, dan 

anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun 

jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung 

inilah yang dinamakan pelayanan. (Moenir 2006: 19). 

 Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan 

melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan 

seseorang. Moenir (dalam  Pasolong 2010 : 128) mengatakan bahwa pelayanan 

adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas manusia secara langsung. 

Dari defenisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan merupakan suatu proses timbal balik antara konsumen dengan 

pelanggan dalam artian terjadi suatu rangkaian aktivitas  antara yang dilayani 

dengan yang melayani dan proses tersebut berjalan secara  rasional.” 

  Agar layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang 

yang dilayani, maka pemberi layanan harus memenuhi 4 persyaratan pokok, 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tingkah laku yang sopan, 

2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya 

diterima oleh yang bersangkutan, 

3. Waktu menyampaikan yang tepat, dan 

4. Keramahan (Moenir, 2006 : 97) 

II.2.1. Definisi Pelayanan Publik 

Istilah publik berasal dari bahasa inggris “ public” yang berarti umum, 

masyarakat, Negara. Kata “public” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa 

Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. 

Menurut Inu Kencana dalam Sinambele (dalam Yusni 2012:34) publik 

adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, 

harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma 

yang merasa memiliki. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegitan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu 

produk secara fisik.  

Menurut Mukarom & Laksana (dalam Anggara 2012 : 33-34) “pelayanan 

publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara.” 

Artinya pelayanan publik berlaku dimana saja dan diberikan oleh instansi 

manapun, baik pemerintah maupun swasta. “fokus utama kebijakan publik di 

Negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa 

dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas 

kehidupan orang banyak”. Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa  
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pelayanan publik bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik, 

tetapi juga sebagai upaya menigkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu 

pelayanan publik menjadi suatu yang urgen , bahkan melekat dalam kehidupan 

manusia.  

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dirumuskan bahwa 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupaun pelaksana ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan Sinambella, dkk, (2006 :3) “pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan , bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.   

  Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan (Dwiyanto, 2011: 128). Selanjutnya Kurniawan (2005 

: 4) berpendapat bahwa “pelayanan publik adalah melayani keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangakan menurut 

Mukaron (2015:6) “pelayanan publik didefenisikan sebagai layanan yang utama 

atau sempurna ,didanai oleh pajak.”  Selanjutnya menurut Sinambella, dkk (2006 

: 5) “ pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh penyelenggara Negara.  

Berdasarkan berbagai pengertian pelayanan publik yang telah 

dikemukakan di atas , dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala 

bentuk pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau badan publik lainya dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
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II.2.2. Bentuk-bentuk  Pelayanan Publik 

Pelayanan publik terjadi di setiap  tingkatan pemerintah sesuai dengan 

bidang dan luas lingkunganya. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara 

pemerintah pusat ,daerah provinsi  dan kabupten kota ,bahkan sampai tingkat 

pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan. (Madubun 2017:63) 

Selain itu , pelayan jasa diberikan sesuai dengan bidang masing-masing 

berdasarkan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pernyataan tersebut 

sangat sejalan dengan pendapat Mukaron (2015 : 6-7), bahwa kebanyakan 

pelayanan publik akan mencakup bidang-bidang manajemen publik sebagai 

berikut : pemerintah pusat dan daerah, kewenangan kesehatan. Pendidikan, 

pertahanan, peradilan/urusan dalam negeri dan organisasi-organisasi semi 

Negara non komersil. Berkaitan dengan itu, menurut Kepmenpan 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003,  pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 

bentuk pelayanan publik di kelompokan menjadi :  

1. Kelompok pelayanan Administratif 

Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagia bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 

2. Kelompok pelayanan barang 

Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik. 

3. Kelompok pelayanan jasa  
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Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik. 

 Bentuk –bentuk pelayanan publik lainya dikemukakan Moenir (2006 : 190) 

sebagai berikut :  

1. Layanan dengan lisan yaitu layanan yang dilakukan oleh petugas dalam 

bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan 

bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. 

2. Layanan dengan tulisan, layanan ini terdiri dari dua golongan , yaitu: a) 

layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan keada orang-

orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan 

denagan istansi atau lembaga, b) layanan berupa reaksi tertulis atas 

permohonan , laporan, keluhan, dan pemberitahuan. 

 Selanjutnya, dalam proses pelayanan publik terdapat berbagai 

komponen atau unsur-unsur pelayanan. Menurut Barata (2004:11) terdapat 

empat unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu :  

1. Penyedia layanan 

Penyedia layanan yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu 

kepada konsumen,baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

2. Penerima layanan 

Penerima layanan yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen ( costumer) 

yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

3. Jenis layanan  
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Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

4. Kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan dalam memberikan layanan, penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilkukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan biasanya berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa 

yang mereka nikmati.   

II.2.3. Asas-asas Pelayanan Publik 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 

jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan 

sebagai berikut (keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004) dalam Ratminto & 

Atik Septi Winarsih (2009:19-20) yaitu :  

1. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 
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5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan 

publik memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak. 

Sedangakan di dalam  Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 

2009 pasal 4, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan 

pada: 

1. Kepentingan umum 

2. Kepastian hukum 

3. Kesamaan hak 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 

5. Keprofesionalan 

6. Partisipatif 

7. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif 

8. Keterbukaan 

9. Akuntabilitas 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

11. Ketepatan waktu 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
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II.2.4 Prinsip Pelayanan Publik 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Mustofadidjaja dalam 

Badu (2012. 65-66) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan 

pelayanan pada sektor publik meliputi:  

1. Menetapkan standar pelayanan artinya standar tidak hanya menyangkut 

standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar prosedur pelayanan 

dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Standar 

pelayanan akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan  

2. Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan, dan 

menyediakan seluruh informasi yang dipergunakan dalam pelayanan. 

Penyelenggara pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang 

memungkinkan masyarakat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik 

ataupun saran, serta harus menyediakan berbagai informasi yang 

diperlukan oleh masyarakat pelanggan secara proaktif.  

3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil. 

Dalam pemberian barang layanan tertentu, dimana masyarakat peanggan 

secara transparan diberikan pilihan, maka pengertian adil adalah 

proporsional sesuai dengan yang dibayarkannya.  

4. Mempermudah akses kepada seluruh masyaraat pelanggan. Unit-unit 

pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-

benar mudah akses oleh masyarakat pelanggan. 

5. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut 

menyimpang. Jika terjadi sesuatu yang menyimpang atau tidak pada 

tempatnya, dalam kaitan dengan pemberian pelayanan, maka setiap 

jajaran personil pelayanan dari seluruh tingkatan yang mengetahui 
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penyimpangan tersebut harus segera membenarkan sesuai dengan 

kapasitasnya atau jika tidak dapat menyelesaikan masalah maka wajib 

menyampaikan kepada atasannya mengenai penyimpangan tersebut.  

6. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani 

masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif. Karena kriteria dasar 

pelayanan publik adalah efisiensi, efektifitas, serta ekonomis, maka dalam 

penggunaan sumber-sumber yang digunakan dalam pelayanan harus 

memenuhi kriteria ini.  

7. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas 

pelayanan. Penyelenggara pelayanan harus secara kontinu melakukan 

pembaharuan dan penyempurnaan baik secara responsive sesuai 

dengan masukan dari masyarakat pelanggan dan penilaian kinerja 

pelayanan maupun secara proaktif atas kehendak manajemen 

Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai 

berikut: 

1. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan.  

2. Kejelasan  

a. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.  

b. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  
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3. Kepastian Waktu  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan.  

4. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.  

5. Keamanan  

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum.  

6. Tanggung Jawab  

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika.  

8. Kemudahan Akses  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika.  

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan  

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

10. Kenyamanan  
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Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan. (Ratminto dan Winarsih, 2009:21–

23). 

II.2.5 Standar Pelayanan Publik  

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik standar pelayanan berbentuk suatu 

dokumentasi yang berisi rincian teknis dari sebuah pelayanan. Rincian yang 

biasanya tercantum dalam dokumen ini mencakup pernyataan visi dan misi 

pelayanan, prosuder pelayanan, denah pelayanan, ketentuan tarif, prasyarat 

pelayanan,  klasifikasi pelanggan,  jenis pelanggan,  jenis layanan,  jaminan 

mutu, dan janji pelayanan. 

Adapun ciri pelayanan yang harus diikuti oleh pegawai yang bertugas 

melayanai pelanggan, menurut Moenir ( 2006 ;66) antara lain : 

1. Tersedianya pegawai yang baik  

2. Tersedianya sarana dan prasaran yang baik 

3. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

5. Mampu berkomunikasi 

6. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. 

Sedangakan  Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, 

standar pelayanan meliputi:  

1. Prosedur pelayanan; Prosedur pelayanan yang dibukukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan 
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2. Waktu penyelesaian; Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan  

3. Biaya pelayanan; Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan  

4. Produk pelayanan; Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan  

5. Sarana dan prasarana; Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik  

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan; Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. (Ratminto & Atik 

Septi Winarsih. 2009 :23-24). 

II.3 Konsep Pelayanan Kesehatan 

II.3.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan dianamis berupa membantu 

menyiapkan, menyediakan dan memproses serta membantu keperluan orang 

lain. Menurut Lovely dan Loomba (dalam Muriany 2016: 40) pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan 

kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan 

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun, masyarakat. Selaian itu 

dapat juga diartikan sebagai pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat berupa tindakan penyembuhan, pencegahan, pengobatan dan 

pemulihan fungsi organ tubuh seperti sedai kala.  
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Kesehatan menurut WHO (1997) adalah suatu keadaan sejahtera 

sempurna yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik,  mental,  dan sosial, bukan 

semata-mata bebas darai penyakit atau kelamahan. Sedangkan untuk sistem 

kesehatan adalah kumpulan dari berbagi faktor yang kompleks dan saling 

berhubungan, yang terdapat dalam suatu Negara yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan,keluarga, kelompok 

dan masyarakat pada setia saat yang dibutuhkan (Mubarak 2005 : 78). 

Di Negara Indonesia, pengertian Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu 

merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsanya untuk 

meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai 

perwujudan kesejahteraan umum (Mubarak 2005:70). Pelayanan merupakan 

kegiatan dianamis berupa membantu, menyiapkan, menyediakan, dan 

memproses serta membantu keperluan orang lain.  

Berdasarkan rumusan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa bentuk 

dan jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor yakni :  

1. Pengorganisasian pelayanan : pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan 

secara sendiri atau bersama-sama sebagai anggota dalam suatu organisasi. 

2. Tujuan atau ruang lingkup kegiatan : pencegahan penyakit , memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan,  penyembuhan atau pengobatan dan 

pemulihan kesehatan. 

3. Sasaran pelayanan : adapun sasaran pelayan terdiri dari perorangan, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat.  
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II.3.2 Syarat-Syarat Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan dirumah sakit adalah kegiatan pelayanan berupa 

pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan administrasi, pelayanan 

gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik. Dan 

untuk itu dapat disebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan, baik dari jenis 

pelayanan kesehatan kedokteran maupun dari jenis pelayanan kesehatan 

masyarakat harus memiliki berbagai syarat pokok. Syarat pokok yang dimaksud 

adalah : 

1. Tersedia dan berkesinambungan yaitu syarat yang pertama pelayaan 

kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehtan tersebut harus tersedia di 

masyarakat serta bersifat berkesinambungan. 

2. Dapat diterima dan wajar yaitu syarat pokok kedua pelayanan kesehatan 

yang baik adalah dapat diterima oleh masyarakat serat bersifat wajar. 

Artinya pelayanan kesehatan tersebuat tidak bertentangan dengan 

keyakinan dan keprcayaan masyarakat. 

3. Mudah dicapai yaitu syarat pokok yang ketiga. Pelayanan kesehatan yang 

baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi). 

4. Mudah dijangkau. Pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah 

dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud 

disini termasuk dari segi biaya untuk dapat mewujudkan keadaan yang 

seperti ini harus dapat diupayakan pelayanan kesehatan tersebut sesuai 

dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 

5. Bermutu. Syarat pokok kesehatan yang baik adalah bermutu. Pengertian 

yang dimaksud disini adalah yang menujuk pada tingkat kesempuranaan 

pelayanan kesehatan yang diselenggrakan, yang distu pihak dapat 
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memuaskan para pemakai jasa pelayanan ,dan dipihak lain tata cara 

penyelenggraan sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan yang 

telah ditetapkan.  

Konsep pelayanan kesehatan dasar mencakup istilah nilai-nilai dasar 

tertentu yang berlaku umum terhadap proses pengembangan secara 

menyeluruh, tetapi dengan pelaksanaan penerapan dibidang kesehatan seperti 

berikut (Mubarak ,2005:61) : 

1. Kesehatan secara mendasar berhubungan dengan terseduanya dan 

penyebaran sumber daya,bukan hanyan sumber daya kesehatan 

seperti dokter, perawat, klinik, obat, melainkan juga sumber daya 

sosial, ekonomi, yang lain seprti pendidikan, air, dan persediaan 

makanan. 

2. Pelayanan kesehatan dasar dengan demikian memustakan perhatian 

kepada adanya kepastian bahwa sumber daya kesehatan dan sumber 

daya sosial yang ada telah tersebar merata dengan lebih 

memperhatikan mereka yang paling membutuhkan. 

3. Kesehatan adalah suatu bagian penting dari pengembangan secara 

menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor 

sosial,  budaya, dan ekonomi disamping faktor biologi dan lingkungan. 

4. Pencapain taraf kesehatan yang lebih baik memerlukan keterlibatan 

yang lebih banyak dari penduduk, seperti perorangan, keluarga, dan 

masyarakat dalam pengambilan tindakan demi kegiatan mereka 

sendiri dengan cara menerapkan perilkau sehat dan mewujudkan 

lingkungan yang sehat. 
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II.3.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima di Bidang Kesehatan 

Pelayanan prima merupakan atau biasa disebut dengan excellent service 

adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang sanagat terbaik, sesuai 

dengan standar yang berlaku, dengan kata lain pelayanan prima adalah 

kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan masyarakat 

(Adya Brata 2004:24). Pelayanan prima di bidang kesehatan adalah pelayanan 

terbaik yang diberikan oleh karyawan RS untuk memenuhi/bahkan melampaui 

harapan pengguna jasa rumah sakit namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelayanan prima yang baik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan prima di bidang 

kesehatan adalah sebagai berikut (Mubarak,2005:61) : 

1. Mengutamakan pelanggan,prosuder pelayanan disusun demi kemudahan dan 

kenyamanan pelanggan, bukan untuk memperlancar pekerjaan kita sendiri.  

Jika pelayanan kita memiliki pelanggan eksternal dan internal maka harus ada 

prosuder yang berbeda dana terpisah untuk keduanya. Jika pelayanan kita 

juga memiliki pelanggan tak langsung maka harus dipisahkan jenis-jenis 

layanan yang sesuai untuk keduanya dan utamakan pelanggan tak langsung. 

2. Sistem yang efektif, proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah sistem 

nyata (hard sytem), yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari 

berbagai unit dalam organisasi. Perpaduan tersebut harus terlihat sebagai 

sebuah proses pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan lancar di mata 

pelanggan. 

3. Melayani dengan hati nurani (soft sytem), dalam transaksi tatap muka dengan 

pelanggan, yang diutamakan keaslian sikap dan perilaku sesuai dengan hati 
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nurani, perilaku yang di buat-buat sangat mudah dikenali pelanggan dan 

memperburuk citra pribadi pelayanan. 

4. Perbaikan berkelanjutan, Pelanggan pada dasarnya juga belajar mengenali 

kebutuhan dirinya dari proses pelayanan. Semakin baik mutu pelayanan maka 

akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit untuk dipuaskan, karena 

tuntuntan juga semakin tinggi, kebutuhan juga semakin meluas, dan beragam, 

maka sebagai pemberi jasa harus mengadakan perbaikan terus-menerus. 

5. Memberdayakan pelanggan,menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat 

digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan 

untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari. 

Mengacu pada tingkat baik tidaknya atau berharga tidaknya sebuah 

pelayanan, disebabkan ukuran baik tidaknya sebuah pelayanan tidak mudah 

dipahami. karena setiap pelayanan memiliki ciri khas masing-masing, dan 

digunakan dalam lingkungan pelayanan yang saling berbeda. Ukuran mutu 

pelayanan sering dijumpai di berbagia bidang kajian yaitu : 

1.  Proses pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prosuder pelayanan yang 

berstandar. 

2.  Petugas pelayanan memilki kompetensi yang diperlukan 

3.  Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi, sarana dan prsarana yang 

memadai. 

4.  Pelayanan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kode etik. 

5.  Pelaksanaan layanan dapat memuaskan pelanggan  

6. Pelaksanaan layanan dapat memuaskan petugas pelayanan. 
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II.3.4 Pelayanan  Kesehatan di Rumah sakit 

Rumah sakit merupakan suatu lembaga yang berfungsi mewujudkan 

pranata upaya pelayanan kesehatan terbesar pada masyarakat di jaman modern. 

Rumah sakit didirikan sebagai suatu tempat untuk memenuhi berbagai 

permintaan pasien dan dokter, agar penyelesaian masalah kesehatan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Menurut Wolper dan Pena “Rumah sakit adalah 

tempat dimana pendidikan klinis untuk mahasiswa kedokteran, perawat, dan 

berbagai tenaga profesi kesehatan lainya diselengggrakan.” 

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit 

telah menjadi masalah mendasar yang dihadapi sebagian besar rumah sakit di 

berbagai Negara. Tuntutan ini menjadi dasar pengembangan organisasi 

kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan di berbagai Negara melalui 

pelaksanaan desentralisasi. Kompleksitas masalah kualitas pelayanan rumah 

sakit tidak saja terkait dengan keterbatasan sumber daya dan lingkungan, tetapi 

juga bersumber dari perbedaan persepsi diantara pemakai jasa pelayanan, 

petugas kesehatan, dan perintah atau penyandang dana terhadap ukuran 

kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. (Muriany 2017 : 46) 

Kualitas pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari beberapa aspek yang 

berpengaruh,  baik yang berpengaruh langsung maupan tidak langsung. Menurut 

Jacobslias (dalam Muriany 2017:47) beberapa aspek yang berpengaruh tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Klinis, yaitu menyangkut pelayanan dokter, perawat dan terkait dengan teknis 

medis. 

2. Efesiensi dan efektifitas, yaitu pelayanan yang murah, tepat guna, diagnose 

dan terapi berlebihan. 
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3. Keamanan pasien, yaitu upaya perlindungan terhadap pasien, misalnya 

perlindungan jatuh dari tempat tidur. 

4. Kepuasan pasien, yaitu berhubungan dengan kenyamanan, keramahan dan 

kecepatan pelayanan. 

Kualitas pelayana rumah sakit juga ditentukan oleh lingkungan rumah 

sakit. Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit adalah : 

1. Lokasi atau lingkungan rumah sakit haruslah nyaman, aman, terhindar dari 

pencemaran, selalu dalam keadaan bersih. 

2. Ruangan haruslah berlantai dan berdinding bersih, penerangan cukup, 

tersedia tempat sampah, bebas bau yang tidak sedap, bebas dari gangguan 

serangga, tikus dan binatang pengganggu lainya, lubang penghawaan yang 

cukup, menjamin pergantian udara dengan syarat yang telah ditentukan. 

3. Atap atau langit-langit, pintu haruslah sesuai dengan syarat yang telah di 

tentukan. 

II.4. Konsep Rumah Sakit  

II.4.1 Definisi Rumah sakit 

Rumah sakit (Association of hospital care, 1974), adalah pusat dimana 

pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta penelitian kedokteran 

diselenggarakan, rumah sakit (American Hospital Association, 1974) adalah 

suatu organisasi melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana 

kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan 

keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit 

yang diderita oleh pasien, rumah sakit (Wolperdan pena, 1978), adalah tempat 

dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran serta tempat 
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dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat dan berbagai 

tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan. (Alamsyah. 2011:100)  

II.4.2 Jenis-Jenis Rumah Sakit 

Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dibagi berdasrkan 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit digolongkan menjadi 2 yaitu:  

a. Rumah Sakit Umum 

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik. Rumah sakit 

umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis 

36 penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi 

medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu hamil, dan 

sebagainya. 

b. Rumah Sakit Khusus  

Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi primer, 

memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai 

kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misalnya : Rumah Sakit 

Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Bersalin dan 

Anak, dan lain-lain.  

2. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi atas :  

a. Rumah Sakit Publik  

Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit umum milik pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun 

Badan Usaha Milik Negara. Rumah sakit umum pemerintah dapat dibedakan 
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berdasarkan unsur pelayanan ketenagaan, fisik dan peralatan menjadi empat 

kelas yaitu rumah sakit umum Kelas A, B, C, dan D  

b. Rumah sakit Swasta, terdiri atas : 

1) Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara dengan rumah sakit 

pemerintah kelas D.  

2) Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dalam empat 

cabang, setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C.  

3) Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum swasta yang 

memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik dan sub spesialistik, 

setara dengan rumah sakit pemerintah kelas B.  

4. Berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur dibedakan 

menjadi 4 yaitu:  

a. Rumah Sakit Kelas A  

b. Rumah Sakit Kelas B  

c. Rumah Sakit Kelas C  

d. Rumah Sakit Kelas D  

II.4.3 Ciri Khas Rumah Sakit  

Rachael Massie dalam buku Essential of Management (1987) 

mengemukakan tiga ciri khas rumah sakit yang membedakannya dengan industri 

lainnya seperti dalam bahan baku, costumer atau pelanggan, dan peran pihak 

profesional yaitu sebagai berikut :   

1. Kenyataan bahwa bahan baku dari industri jasa kesehatan adalah manusia. 

Dalam industri rumah sakit seyogianya tujuan utamanya adalah melayani 



 
 

37 
 

kebutuhan manusia, bukan semata-mata menghasilkan produk dengan 

proses dan biaya yang seefisien mungkin. Unsur manusia perlu mendapat 

perhatian dan tanggung jawab utama sebagai pengelola rumah sakit. 

Perbedaan ini mempunyai dampak penting dalam manajemen, khususnya 

menyangkut petimbangan etika dan nilai kehidupan manusia  

2. Kenyataan bahwa dalam industri rumah sakit yang disebut sebagai 

pelanggan (customer) tidak selalu mereka yang menerima pelayanan. Pasien 

adalah mereka yang diobati dirumah sakit akan tetapi kadang-kadang bukan 

mereka sendiri yang menentukan rumah sakit mana mereka harus dirawat.  

3. Kenyataan yang menunjukkan pentingnya peran para profesional, termasuk 

dokter, perawat, ahli farmasi, fisioterapi, radiografer, ahli gizi, dll. Para 

profesional ini banyak sekali dirumah sakit, lebih banyak dibandingkan 

organisasi lainnya. Adiatma (dalam Nurul 2016: 42 ) 

II.5. Konsep BPJS 

II.5.1 Defenisi BPJS 

Badan Penyeleggara jaminan social kesehatan (BPJS Kesehatan) 

Sebelumnya dikenal dengan nama Askes yang dikelola oleh PT Askes Indonesia 

PT. Askes Indonesia berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 

Januari 2014. Menurut UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 7 ayat (1) dan 

Ayat (2), pasal 9 ayat (1) dan UU. No. 40 Tahun 2011 Tentang SJSN, Pasal 1 

Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1)). Badan Penyeleggara jaminan social 

kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum public yang bertanggung 

jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan 

kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja 

paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia. 
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Menurut Wikipedia BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus 

oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 

seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima 

Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta 

keluarganya. 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama 

Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. 

Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, 

sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. 

II.5.2 Visi dan Misi BPJS Kesehatan 

 Visi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut  “Cakupan Semesta 2019” 

seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Dan Misi BPJS Kesehatan : 

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong 

partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). 

2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang 

efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal 

dengan fasilitas kesehatan. 
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3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS 

Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 

mendukung kesinambungan program. 

4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata 

kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk 

mencapai kinerja unggul. 

5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 

evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 

operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 

II.5.3  Landasan Hukum dan Peserta BPJS Kesehatan 

Adapun landasan hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 

Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu : 

1. Peserta PBI  (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan adalah peserta 

Jaminan Kesehatan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang 

iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan 

Kesehatan. yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan 

pemerintah. Yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya 

adalah yang  mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. 



 
 

40 
 

2. Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran)  jaminan kesehatan terdiri dari, Pekerja 

penerima upah dan anggota keluarganya, Pekerja bukan penerima upah dan 

anggota keluarganya, Bukan pekerja dan anggota keluarganya 

II.5.4 Fungsi, Tugas, Wewenang, BPJS Kesehatan 

BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan 

seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas 

dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui 

secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan 

sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan. 

1. Fungsi BPJS Kesehatan 

UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi 

menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

a. Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan 

secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan 

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan 

santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja 

atau menderita penyakit akibat kerja. 

b. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan 
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untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

c. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta 

kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun 

atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan 

berdasarkan manfaat pasti. 

d. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan 

santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 

meninggal dunia. 

2. Tugas BPJS Kesehatan  

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas 

untuk: 

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

sosial kepada peserta dan masyarakat. 

4. Wewenang 
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Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas BPJS  

berwenang: 

a. Menagih pembayaran Iuran; 

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 

pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya 

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 

program jaminan sosial.    

II.5  Penelitian Terdahulu 

Agar penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah pernah 

dilakukan, peneliti mengutip penelitian terdahulu yang serupa tetapi memiliki 

perbedaan yang sangat jelas, sebagai batasan agar tidak terjadi kesamaan 

dengan penelitian sebelumnya. Kemudian perbedaan tersebut yang akan 
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menjadi penyempurna suatu ilmu pengetahuan diantara penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

N
o 

Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

(Th) 

Temuan 
Peneliti 

Perbedaan penelitian  Persamaan 
penelitian  

1 Kualitas 
pelayanan 
Rumah sakit 
umum 
daerah daya 
(perawatan 
interna 
Makassar)  

Ummy 
Khumairah, 
2015 

Kualitas 
pelayanan 
Rumah sakit 
umum daerah 
daya 
(perawatan 
interna 
Makassar) 
berjalan 
dengan baik. 

• Lokus 
penelitian 
Rumah sakit 
umum 
daerahdaya 
(perawatan 
interna 
Makassar) 

• Menggunakan 
metode 
kuantitatif 

• Teknik 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
kuisonier. 

• Teori yang 
digunakan 
adalah teori 
Zeithaml-
Parasuraman-
Berry 

 

Fokus 
penelitian yang 
menggunakan 
kualitas 
pelayanan 
sebagai kajian 
yang diteliti. 

2  Kualitas 
Pelayanan 
Rawat Inap 
Rumah 
Sakit La 
Temmamala 
Kabupaten 
Soppeng 

Nurul 
Ikhsan 
Khadijah 
(2016) 

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
kualitas 
pelayanan 
rawat inap di 
Rumah Sakit 
La 
Temmamala, 
dengan 
kualitas baik 
dengan 
rentang 3,40 - 
4,19. Faktor 
yang 
mendukung 
kualitas 
pelayanan 
yaitu 
kesadaran, 

• Penelitian ini 
menggunakan 
tipe penelitian 
concurrent 
embedded 
(campuran tidak 
berimbang). 

• Menggunakan 
metode 
kuantitatif 

• Jenis data 
terdiri dari data 
primer yang 
diperoleh 
melalui 
kuesioner 
terbuka, dan 
observasi 

 
 

Fokus 
penelitian yang 
menggunakan 
kualitas 
pelayanan 
sebagai kajian 
yang diteliti. 
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aturan, 
organisasi, 
 

3 Kualitas 
Pelayanan 
BPJS di 
RSUD Kab. 
Karanganya
r  
(Studi 
Kasus 
Pasien 
Rawat Inap)  
  
 

Sastika 
Candra P, 
Nina 
Widowati ( 
2014) 

Hasil 
penelitian 
menjelaskan 
bahwa tingkat 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
yang diberikan 
oleh Rumah 
Sakit 
Kabupaten. 
Karanganyar 
bagus dan 
elemen yang 
menghambat 
kepuasan 
masyarakat 
mendapat 
skor kurang 
baik meliputi 
prosedur, 
waktu 
pelayanan, 
spesifikasi 
produk jenis 
layanan, 
kompetensi 
eksekutif, 
serta perilaku 
pelaksana. 
 

• Lokus 
penelitian 
RSUD Kab. 
Karanganyar  
(Studi Kasus 
Pasien Rawat 
Inap)  
 

• Menggunakan 
metode 
kuantitatif 
deskriptif 

• Teknik 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
kuisonier. 

• Sedangkan 
untuk 
menganalisa 
data 
menggunakan 
rata-rata atau 
mean, distribusi 
frekuensi dan 
grafik. 

• Toeri 
menggunkan 
Survei sesuai 
dengan 
Peraturan 
Menteri 
Pendayagunaa
n Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi Nomor 
16 Tahun 2014 
tentang 
Pedoman 
Survei 
Kepuasan 
Umum 
Penyelenggara 
Pelayanan 
Masyarakat. 

Fokus 
penelitian yang 
menggunakan 
kualitas 
pelayanan 
sebagai kajian 
yang diteliti. 
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Analisis 
Kualitas 
Pelayanan 
Program 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional 
BPJS 
Kesehatan 
pada 
Rumah 
Sakit Umum 
Daerah 
Kota 
Madiun 
 

 
Andy 
Widyatmok
o ( 2015) 
 

 
Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
jawaban 
responden 
tentang 
kualitas 
pelayanan 
Program 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasionail di 
RSUD Kota 
Madiun secara 
keseluruhan 
Cukup baik, 
tapi beberapa 
indikator 
pelayanan 
menurut 
pasien masih 
belum bagus 
dan tidak 
sesuai dengan 
harapan 
pasien. 

 
• Lokus 

penelitian 
Rumah sakit 
umum Daerah 
Kota Madiun 

• Menggunakan 
metode 
kuantitatif 

• Teknik 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
kuisonier. 

• Teori yang 
digunakan 
adalah teori 
Zeithaml-
Parasuraman-
Berry 

 

 
Fokus 
penelitian yang 
menggunakan 
kualitas 
pelayanan 
sebagai kajian 
yang diteliti. 

 

II.6 Kerangka pikir 
 

Kerangka pikir pada dasarnya merupakan penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian yang akan 

dilakukan (Harbani Pasolong, 2013:122). Dan defenisi lain dari kerangka pikir 

adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiono, 

2010:65). 



 
 

46 
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Gronroos  (dalam 

Tjiptono 2011:202 ) yang menyatakan bahwa ada 3 kriteria pokok dalam menilai 

kualitas jasa, yaitu outcame-related (berhubungan dengan hasil), process-related 

(berhubungan dengan proses), dan imege related criteria ( berhubungan dengan 

citra jasa). Kriteria tersebut masih dijabarkan menjadi enam unsur :   

1. Professionalism and skill (Profesionalisme dan keahlian)  

Hal ini mencakup penilaian pasien terkait pelayanan yang dirasakan, apakah 

penyedia layanan khususnya pegawai bagian pelayanan BPJS, dokter, 

perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien memiliki pengetahuan 

yang baik dan keterampilan yang sesuai.  

2. Attiudes and behavior (Sikap dan perilaku) 

Pada kriteria ini pasien menilai bahwa petugas administari bagian pelayanan 

BPJS, dokter, perawat  menaruh perhatian kepada pasien dan berusaha 

membantu mereka dalam memperoleh pelayanan yang di inginkan. Hal ini 

mencakup sikap baik, sopan, atau ramahnya petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

3. Accessibility and Flexibility (Kemudahan pencapaian dan penyesuaian 

pelayanan) 

Pada kriteria ini mencakup hak pasien untuk mendapatkan  pelayanan yang 

sesuai dengan kriteria, artinya bahwa penyedia pelayanan (petugas medis 

dan non medis) memudahkan pasien untuk memperoleh pelayanan, sesuai 

dengan permintaan dan keinginan pasien dalam artian mudah diakses, baik 

akses dari segi waktu dalam yaitu kecepatan waktu petugas bagian 

pelayanan administrasi, dokter, dan perawat dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien. 
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4. Realibility and trustworthiness (Keandalan dan kepercayaan)  

Pada kriteria ini pasien menilai bahwa apapun yang terjadi , mereka bisa 

mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia pelayanan yaitu 

(petugas medis dan non medis. Hal ini mencakup kepercayaan penuh pasien 

terhadap petugas bagian pelayanan administrasi, dokter, dan perawat. 

5. Recovery (Pengendalian situasi dan pemecahan masalah) 

Hal ini mencakup tindakan dari petugas administrasi maupun petugas medis 

di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru  dalam menghadapi 

situasi darurat dan bagaimana pihak kepala rumah sakit untuk memperbaiki 

kesalahan yang terjadi. 

6. Reputation and credibility (Nama baik dan dapat dipercaya)  

Pada kriteria ini pasien menyakini bahwa RSUD Tenriawaru dapat dipercaya 

dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab pada 

pasien. Hal ini mencakup tanggung jawab petugas medis dan non medis 

kepada pasien. 
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Adapun kerangka pikir peneliti dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             Gambar 2.1 kerangka pikir  

Dimensi  kualitas jasa menurut Gronroos dalam 
Tjiptono  (2011 ; 202 ) 

1. Professionalism and skill (prefesional dan 
keahlian) 

2. Attitudes and behavior (sikap dan perilaku) 
3. Accessibility and flexibility (kemudahan 

pencapaian dan penyesuaian pelayanan) 
4. Realibility and trustworthiness (keandalan 

dan kepercayaan)  
5. Recovery (penegendalian situasi dan 

pemecahan masalah) 
6. Reputation and credibility (Nama baik dan 

dapat  dan dan dapat dipercaya)  
 

 

Layanan BPJS Rumah 
Sakit Umum Daerah 

Tenriawaru Kab. Bone 

Kualitas Pelayanan BPJS 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang 

valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yang rasional, empiris 

dan sistematis. Untuk memperoleh semuanya itu maka, dalam bab ini penulis 

akan menjabarkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data 

penelitian yang valid. 

III.1  Pendekatan Penelitian  
 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif 

dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk 

mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga 

memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 

mengetahui kualitas pelayanan BPJS kesehatan di rumah sakit Rumah Sakit 

Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone. 

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara 

yang kemudian akan diperoleh data dari hasil wawancara tersebut. Dengan 

menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu teknik untuk memperoleh 

data maka hubungan peneliti dengan narasumber/informan bersifat independen. 

III.2  Tipe Penelitian  
 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-

masalah yang diteliti. Menginterpretasikan serta menjelaskan data secara 
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sistematis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 

masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan 

di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone. 

III.3  Unit Analisis  
 

Unit analisis penelitian ini adalah Instansi yaitu Rumah Sakit Umum 

Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, dan mendeskripsikan Kualitas Pelayanan 

BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

Kabupaten Bone.  

III.4 Lokasi Penelitian 
 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kulitas pelayanan 

BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, lokasi 

penelitian bertempat  Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Watampone, Kelurahan 

Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan 

lokasi penelitian ini didasarkan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan 

BPJS kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru. 

III.5  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan, fokus penelitian digunakan sebagai dasar 

pengumpulan data sehinnga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk 

menyamakan pemahaman dengan cara pandang karya ilmiah ini , maka penulis 

akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 

penulisan karya ilmiah ini. 

Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur berkualitas atau tidaknya suatu 
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pelayanan publik maka peneliti menggunakan toeri dari  Gronroos (dalam 

Tjiptono  2011; 202 ) yang menyatakan bahwa ada 3 kriteria pokok dalam menilai 

kualitas jasa, yaitu outcame-related (berhubungan denagan hasil), process-

related (berhubungan dengan proses), dan imege related criteria (berhubungan 

dengan citra jasa). Kriteria tersebut dijabarkan menjadi enam unsur:  Kriteria 

tersebut dijabarkan menjadi enam unsur :   

1. Professionalism and skill (Profesionalisme dan keahlian)  

Hal ini mencakup penilaian pasien terkait pelayanan yang dirasakan, apakah 

penyedia layanan khususnya pegawai bagian pelayanan BPJS, dokter, 

perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien memiliki pengetahuan 

yang baik dan keterampilan yang sesuai.  

2. Attiudes and behavior (Sikap dan perilaku) 

Pada kriteria ini pasien menilai bahwa petugas administari bagian pelayanan 

BPJS, dokter, perawat  menaruh perhatian kepada pasien dan berusaha 

membantu mereka dalam memperoleh pelayanan yang di inginkan. Hal ini 

mencakup sikap baik, sopan, atau ramahnya petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

3. Accessibility and Flexibility (Kemudahan pencapaian dan penyesuaian 

pelayanan) 

Pada kriteria ini mencakup hak pasien untuk mendapatkan  pelayanan yang 

sesuai dengan kriteria, artinya bahwa penyedia pelayanan (petugas medis 

dan non medis) memudahkan pasien untuk memperoleh pelayanan, sesuai 

dengan permintaan dan keinginan pasien dalam artian mudah diakses, baik 

akses dari segi waktu dalam yaitu kecepatan waktu petugas bagian 
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pelayanan administrasi, dokter, dan perawat dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien. 

4. Realibility and trustworthiness (Keandalan dan kepercayaan)  

Pada kriteria ini pasien menilai bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa 

mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia pelayanan yaitu 

(petugas medis dan non medis. Hal ini mencakup kepercayaan penuh 

pasien terhadap petugas bagian pelayanan administrasi, dokter, dan 

perawat. 

5. Recovery (Pengendalian situasi dan pemecahan masalah) 

Hal ini mencakup tindakan dari petugas administrasi maupun petugas medis 

di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru  dalam menghadapi 

situasi darurat dan bagaimana pihak kepala rumah sakit untuk memperbaiki 

kesalahan yang terjadi. 

6. Reputation and credibility (Nama baik dan dapat dipercaya)  

Pada kriteria ini pasien menyakini bahwa RSUD Tenriawaru dapat dipercaya 

dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab pada 

pasien. Hal ini mencakup tanggung jawab petugas medis dan non medis 

kepada pasien. 

III.6 Narasumber atau Informan 

Penelitian ini menggunakan informan atau narasumber sebagai sumber 

data utama. Adapun informan-informan yang penulis tentukan merupakan orang-

orang yang menurut penulis memiliki informasi yang memberikan data atau 

informasi yang valid kepada penulis dilapangan.  Narasumber atau informan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga pasien atau pasien 

pengguna BPJS Kesehatan yang sedang mengurus administrasi dan pasien 
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yang pernah berobat atau yang masih sedang berobat berjumlah 22 orang yang 

terdiri dari pasien/kelurga pasien rawat jalan maupun  rawat inap, Kabid 

pelayanan medis sebagai yang mengetahui segala proses pelayanan di loket 

pengurusan berkas pasien pengguna BPJS kesehatan, dan satu orang staf 

pelayanan administrasi sebagai yang melayani pasien. 

III.7 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan 

pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber – sumber yang 

berhubungan dengan objek penelitian (didapatkan dalam bentuk pustaka atau 

dokumentasi). 

III.8 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu penulis menuliskan kegiatan terhadap proses pelayanan BPJS 

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru secara langsung 

dengan cara no partisipasi, artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja 

dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2. Wawancara 



 
 

54 
 

Yaitu dengan Tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan beberapa 

informan seperti yang telah penulis paparkan mengenai informan atau 

narasumber, yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian 

dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu dengan cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen – 

dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

III.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang dianggap kredibel.  

Langkah –langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan 

yaitu: 

1. Reduksi data (Data Reduction)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian data (Data Display)  
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verfivation)  

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

IV.1 Sejarah RSUD Tenriawaru Bone 

RSUD Tenriawaru merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten 

Bone yang terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Watampone, Kelurahan 

Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Rumah sakit ini dibangun pada 

tahun 1985 atas bantuan Bank Dunia dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 

Juli 1987. RSUD Tenriawaru diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 

18 Oktober 1988 sebagai rumah sakit kelas C. RSUD Tenriawaru didirikan di 

atas tanah seluas 40.000 m2. 

Jangkauan pelayanan RSUD Tenriawaru tidak hanya meliputi wilayah 

Kabupaten Bone saja, tetapi hingga wilayah kabupaten sekitarnya seperti 

Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. 

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan, RSUD 

Tenriawaru senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Pada tanggal 6 Februari 2008, RSUD Tenriawaru telah mendapatkan pengakuan 

dari KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) sebagai rumah sakit yang 

terakreditasi penuh tingkat dasar untuk 5 (lima) jenis pelayanan. Jenis pelayanan 

tersebut meliputi pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan medis, 

pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan dan pelayanan rekam medis. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan ini terus dilakukan secara 

berkelanjutan yang ditandai dengan terakreditasinya RSUD Tenriawaru untuk 

dua belas jenis pelayanan pada tanggal 31 Desember 2010. Dua belas 

pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan administrasi dan manajemen, 
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pelayanan rekam medis, pelayanan farmasi, pelayanan medis, pelayanan gawat 

darurat, pelayanan kamar operasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, 

pelayanan keperawatan, pelayanan perinatal resiko tinggi, pengendalian infeksi 

di RS, keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana. Sedangkan 

akreditasi rumah sakit versi 2012 sementara dipersiapkan oleh RSUD 

Tenriawaru dengan target terakreditasi pada tahun 2016. 

Pada tahun 2009, status RSUD Tenriawaru meningkat menjadi Rumah 

Sakit Kelas B Non Pendidikan. Peningkatan status ini sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 1000/MENKES/SK/XI/2009 tanggal 10 November 

2009 tentang Peningkatan Kelas RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dari Kelas 

C menjadi Kelas B Non Pendidikan. 

RSUD Tenriawaru resmi berstatus Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) pada tanggal 23 Nopember 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 

Bone Nomor 33 Tahun 2010. 

Sejak berdiri RSUD Tenriawaru Kelas B telah mengalami beberapa kali 

pergantian pemimpin, yaitu : 

1. Hj. Suriah Tjegge, MHA (1987 – 1995) 

2. Hj. Nurmelia Arzad (1995 – 2000) 

3. H. A. Pallawarukka, M.Kes (2000 – 2004) 

4. Hj. A. Khasma, M.Kes (2004 – Juli 2008) 

5. Hj. Arfiah Arabe , MARS (Juli 2008 – Juli 2013) 

6. Hj. A. Nurminah A. Yusuf, MARS (Juli 2013 – Sekarang) 

Beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh RSUD Tenriawaru 

tahun  2015 meliputi : 

1. Peringkat I Kategori Pengelola Barang/ Aset Terbaik Tahun Anggaran 2015 
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2. Peringkat III Kategori Penerimaan PAD Terbaik Tahun Anggaran 2015 

3. Peringkat III Kategoti Bendahara Penerimaan terbaik Tahun Anggaran  2015 

4. Peringkat III Stand Terbaik SKPD pada Bone Expo Tahun 2015 

IV.2 Struktur Organisasi RSUD Tenriawaru Bone 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 01 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Struktur Organisasi 

RSUD Kabupaten Bone diatur dan ditetapkan sebagai berikut : 

1. Direktur,  bertanggung  jawab Kepada Bupati Bone melalui Sekretaris Daerah. 

2. Wakil Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM), membawahi : 

1. Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari : 

- Seksi Peningkatan Pelayanan Medis 

- Seksi Penunjang dan Pelaporan Medis. 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan yang terdiri dari : 

- Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan 

- Seksi Penunjang Keperawatan. 

3. Bidang Pengembangan Rumah Sakit dan Sumber Daya Manusia 

(SDM), yang terdiri dari : 

- Seksi Pengembangan SDM 

- Seksi Pengembangan Akreditasi. 

b. Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program, membawahi : 

1. Bagian Administrasi, Hukum dan Humas, terdiri dari : 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Sub Bagian Administrasi kepegawaian 
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- Sub Bagian Humas, Pemasaran dan Hukum. 

2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari : 

- Sub Bagian Perbendaharaan dan Remunerasi 

- Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan 

- Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan Kesehatan. 

3. Bagian Bina Program, terdiri dari : 

- Sub Bagian Perencanaan 

- Sub Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana 

- Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program. 

c. Unit-unit Non Struktural 

1. Komite, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

2. Instalasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing 

penyelenggaraan kegiatan, meliputi :  

- Instalasi Rawat Jalan 

- Instalasi Rawat Inap  

- Instalasi Gawat Darurat (IGD), terdiri dari IGD Umum dan IGD 

obgyn 

- Instalasi Bedah Sentral (IBS) 

- Instalasi Rawat Intensif, terdiri dari Neonatal Intensive Care Unit 

(NICU) dan Intensive Care Unit (ICU) 

- Instalasi Hemodialisa 

- Instalasi Laboratorium  

- Instalasi Radiologi 

- Instalasi Rehabilitasi Medik  
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- Instalasi Rekam Medik 

- Instalasi Farmasi 

- Instalasi Gizi  

- Instalasi Laundry, 

- Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS). 

3. Satuan Pemeriksa Internal (SPI), berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

- Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, 

dalam unit kegiatan sesuai dengan kompetensinya, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

- Unit-unit Pelayanan dan Panitia-panitia tersebut dibentuk dengan 

SK Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur, dengan struktur organisasi menyesuaikan/ 

menyelaraskan dengan organisasi fungsi Rumah Sakit serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari : 

- Unit Peningkatan dan Pengendalian Mutu (UPM) 

- Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

- Panitia Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) 

- Panitia Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 

- Panitia Keselamatan Kerja, Kebakaran dan 

Kewaspadaan Bencana (K3)  
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IV.3 VISI dan Misi  

RSUD Tenriawaru memiliki Visi menjadi rumah sakit pendidikan yang 

berkualitas dan mandiri untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna 

menuju masyarakat Bone yang sehat. 

Untuk melaksanakan visi tersebut di atas, RSUD Tenriawaru mempunyai 

misi : 

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana 

2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis profesional 

3. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan melalui peningkatan 

pengaturan dan penegakannya 

4. Meningkatkan profesionalisme manajemen keuangan dan operasional 

yang efektif dan efisien 

5. Meningkatkan fungsi rumah sakit dalam pelayanan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif. 

IV.4. Ketenagaan, Sarana Fasilitas dan Jam Pelayanan RSUD Tenriawaru 

Bone 

IV.4.1 Ketenagaan  

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang penting dalam 

melaksanakan fungsi rumah sakit di bidang pelayanan kesehatan rujukan. 

Rumah sakit tidak hanya dituntut untuk menyediakan kuantitas SDM yang sesuai 

dengan standar rumah sakit tetapi juga memperhatikan aspek kualitas SDM yang 

dimiliki. Sumber daya manusia RSUD Tenriawaru meliputi tenaga medis, tenaga 

keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, 

keterapian fisik, keteknisan medis dengan kualifikasi tingkat pendidikan meliputi 

pasca sarjana, sarjana, sarjana muda, SMA/ SMP dan SD/ kebawah. Pegawai 
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RSUD Tenriawaru direkrut melalui formasi PNS Daerah Kabupaten Bone. 

Sedangkan pegawai non PNS direkrut sesuai kebutuhan BLUD.  

IV.1.3 Sarana Fasilitas dan Jam Pelayanan 

RSUD Tenriawaru menyediakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. 

1. Pelayanan rawat jalan meliputi Poliklinik Anak, Bedah, Interna, Kandungan 

dan Kebidanan, Saraf, Mata, Kulit dan Kelamin, Bedah umum, Orthopedi, 

Jiwa, Gigi, Poliklinik Gizi dan Poliklinik Medical Check Up (MCU). Pelayanan 

kartu untuk rawat jalan terbuka setiap hari kerja, senin sampai Sabtu. Untuk 

hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, jam pelayanan dimulai 08.00 

wita sampai dengan jam 13.00 wita. Untuk hari jumat, pelayanan poliklinik 

dimulai jam 08.00 wita sampai dengan 10.00 wita. Sedangkan hari Sabtu, 

pelayanan sampai dengan jam 12.00 wita.  

2. Pelayanan Rawat inap, meliputi perawatan Anak, Bedah, Interna, Nifas dan 

Saraf/THT/Mata/Kulit dan kelamin/mata/ Gigi/ Jiwa. 

Ruang perawatan di RSUD Tenriawaru terdiri dari Paviliun, Kelas I, Kelas II, 

Kelas III dengan total 305 tempat tidur yang ada diruang perawatan (VIP, 

Perawatan Anak, Bedah, Pelayanan intensif meliputi pelayanan Intensive 

Care Unit (ICU) . 

3. Pelayanan intensif untuk bayi (Perina), menyediakan 14 buah tempat tidur dan 

incubator baby sebanyak 10 buah Pelayanan kegawat daruratan pelayanan 

gawat darurat umum dan kebidanan/ kandungan. Pelayanan dibuka 24 jam 

setiap hari. 
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4. Pelayanan hemodialisa.  

Pelayanan hemodialisa buka setiap hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu, 

jam 07.00 wita sampai dengan 20.00 wita. Diluar jam kerja dengan on call. 

5. Pelayanan Laboratorium 

Instalasi Laboratorium melayani pasien rawat jalan dan rawat inap yang 

berobat di RSUD Tenriawaru.  

6. Pelayanan Radiologi 

RSUD Tenriawaru menyediakan pelayanan radiologi untuk pasien rawat jalan 

maupun rawat inap. Saat ini di Radiologi telah disediakan pelayanan USG 4 

dimensi. Selain itu untuk mendukung pemberian pelayanan radiologi yang 

lebih baik kepada pasien, pada tahun 2016 RSUD Tenriawaru menyiapkan 

alat CT-Scan dan Dental Panoramic. 

7. Pelayanan Farmasi 

Pelayanan farmasi terbuka 24 jam dan melayani pasien rawat jalan dan 

pasien rawat inap. Instalasi farmasi juga memiliki depo di IGD Umum dan IBS 

untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan pasien akan pelayanan farmasi. 

8. Pelayanan Rehabilitasi Medik 

RSUD Tenriawaru menyediakan pelayanan fisioterapi atau rehabilitasi medik, 

baik untuk pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.  

9. Pelayanan mobil ambulance/jenazah.  

RSUD Tenriawaru mengoperasilan 6 ambukance yang terdiri dari 4 unit 

ambulance transport dan 2 ambulance jenazah. Ambulance  siap melayani 

masyarakat selama 24 jam.  
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IV.5  Kegiatan Pelayanan 

IV.5.1 Pelayanan Rawat Jalan 

Pelayanan rawat jalan diberikan kepada pasien, baik yang datang atas 

permintaan sendiri, maupun yang datang dengan membawa rujukan dari 

Puskesmas / dokter keluarga/ klinik swasta. Baik oleh pasien yang memiliki 

jaminan kesehatan seperti kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), KIS (Kartu 

Indonesia Sehat), Asuransi Swasta maupun bagi pasien yang datang tanpa 

Jaminan Kesehatan. 

Selama Tahun 2013 sampai dengan 2015, RSUD Tenriawaru telah melayani 

pasien Rawat Jalan dengan total kunjungan 198.246 baik kunjungan baru 

maupun kunjungan lama. 

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 
RSUD Tenriawaru Tahun 2014 – 2016 

 
No Jenis 

Kepemilikan 
Jaminan Kes. 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
Jumlah 

1 KIS 7.429 6.846 11.347 25.622 

2 PBI Lokal 28.093 28.250 8.183 64.526 

3 Askes PNS dan 
Mandiri 

23.093 23.007 27.132 73.232 

4 Tanpa Jaminan 10.816 7.415 13.616 31.847 

 Total 69.431 65.518 60.278 195227 
 

Sumber : Bagian Rekam Medis RSUD Tenriawaru   

 

Selama tahun 2014 sampai 2016, RSUD Tenriawaru lebih banyak melayani 

pasien yang memegang kartu JKN, khususnya PNS dan peserta iuran mandiri 

dibandingkan dengan pasien KIS dan PBI Lokal dan tanpa jaminan kesehatan.   
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IV.5.2 Pelayanan Rawat Inap 

Selain pelayanan rawat jalan, RSUD Tenriawaru juga menyediakan 

pelayanan rawat inap baik untuk pasien dengan jaminan kesehatan maupun 

yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 

Jumlah Pasien Rawat Inap 
RSUD Tenriawaru Tahun 2014 – 2016  

 
No Jenis Kepemilikan 

Jaminan Kes. 

 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Jumlah 

1 KIS 2.930 2.501 4.412 9.843 

2 PBI Lokal 13.394 13.771 3.062 30.227 

3 Askes PNS dan Mandiri 5.098 5.528 8.092 18.718 

4 Tanpa Jaminan 1.323 1.144 4.085 6.552 

 Total 22.745 22.944 19.651 65.340 
 

Sumber : Bagian Rekam Medis RSUD Tenriawaru. 
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IV.5. Alur Pelayanan Pasien Pengguna BPJS 

 

Sumber : Bagian Rekam Medis RSUD Tenriawaru. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dan analisis hasil penelitian merupakan pemaparan data 

dan informasi yang peneliti dapatakan dari lapangan yang kemudian di sesuaikan 

dengan Grand Theory yang peneliti gunakan dalam penelitian. Dalam konteks 

pelayanan publik dan berdasarkan cita-cita mewujudkan birokrasi yang bersih 

berdasarkan prinsip good governance maka kualitas penyedia layanan dalam hal 

ini RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone  adalah hal utama demi kepuasan  

pasien, terutama yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan, (baik pasien 

rawat jalan maupun pasien rawat inap).  

 Pelayanan berkualitas yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana 

RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dalam melayani pasien pengguna  BPJS 

Kesehatan (baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap)  mampu 

memberikan pelayanan yang professional, memiliki sikap dan perilaku yang baik 

terhadap pasien, memberikan kemudahan dan kesesuaian pelayanan kepada 

pasien, memiliki kehandalan yang dapat dipercaya, mampu mengendalikan 

situasi darurat, serta memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat sehingga 

dapat menciptakan pelayanan yang berkulitas dan memuaskan pasien. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan mendeskripsikan 

Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

Kabupaten Bone, maka penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, 

serta studi dokumen (pustaka) dalam mengumpulkan data terhadap informan 

dan narasumber yang dianggap berkompeten dan mampu memberikan informasi 



 
 

68 
 

serta pemahaman kepada penulis terkait fokus penelitian yang digunakan 

sebagai dasar dalam pengumpulan data.  

Adapun sejumlah informan dan atau narasumber yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Pasien atau keluarga pasien yang memperoleh pelayanan, 

Kabid Pelayanan medis sebagai yang mengetahui segala proses dan kondisi 

pelayanan oleh pegawai di loket pelayanan, salah satu pegawai loket bagian 

pelayanan BPJS kesehatan, dokter serta perawat yang memberikan pelayanan. 

Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur Kualitas 

Pelayanan yang di berikan oleh RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone terhadap 

pasien pengguna BPJS Kesehatan, maka penulis menggunakan dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari 6 unsur  yaitu 1. Profesionalisme and skill 

(Profesionalisme dan keahlian) 2. Attitudes and behavior (Sikap dan Perilaku) 3. 

Accessbility and flexibility (Kemudahan pencapaian dan penyesuian pelayanan) 

4. Realibility and trustworthiness (Kehandalan dan kepercayaan) 5. Recovery 

(Pengendalian situasi dan pemecahan masalah) 6. Reputation and credibility 

(Nama baik dan dapat dipercaya). Indikator – indikator inilah yang menentukan 

berkualitas atau tidaknya pelayanan yang diberikan  oleh RSUD Tenriawaru 

Kabupaten Bone terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan baik pasien rawat 

jalan maupun rawat inap. 

V.1 Profesionalisme and skill (Profesionalisme dan keahlian) 

 Indikator  ini mencakup bagaimana penilaian pasien terkait pelayanan 

yang dirasakan, apakah penyedia layanan khususnya pegawai bagian pelayanan 

BPJS, dokter, perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien memiliki 

pengetahuan yang baik dan keterampilan yang sesuai.  
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Pelayanan di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh para profesional dan 

kemampuan penyedia jasa yang didalamnya, rumah sakit harus memiliki 

sumberdaya manusia yang professional, baik tenaga medis (perawat dan dokter) 

maupun non medis (kabid pelayanan rekam medis dan pegawai bagian 

pelayanan BPJS Kesehatan) dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas kepada pasien. 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone 

merupakan instansi yang memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat di 

Kabupaten Bone, serta salah satu instansi yang menjadi sarana dan prasarana 

pemerintah Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan program jaminan 

kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Sebagaimana fungsi dari 

rumah sakit yaitu sebagai unit pelaksana teknis kesehatan, oleh karena itu 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone sebagai 

instansi pemberi pelayanan dituntut harus bekerja secara professional. 

Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur apakah 

penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dapat dikatakan 

profesional dan memiliki keahlian apabila sumber daya manusia yang ada 

didalamnya (dokter, perawat, pegawai bagian pelayanan BPJS Kesehatan) 

memiliki pengetahuan yang baik dan keterampilan yang sesuai. 

1. Pengetahuan Yang Baik .  

Pengetahuan yang baik merupakan faktor yang penting dan sangat 

diperlukan oleh penyedia jasa dalam memberikan pelayanan serta salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa atau pemberi pelayanan untuk 

menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam 
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memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam menjalankan tugas dan fungsi 

tersebut, maka pemberi pelayanan (dokter, perawat, pegawai bagian pelayanan 

BPJS kesehatan) seharusnya mengetahui dan memahami dengan  baik tujuan 

pemberian pelayanan kesehatan agar dapat menciptakan pelayanan yang 

berkulitas dan memuaskan pasien. 

Adapun untuk mengetahui bahwa (dokter, perawat, pegawai bagian 

pelayanan BPJS Kesehatan) memiliki pengetahuan atau pemahaman yang baik 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien dapat dilihat dari sejauh mana 

tingkat pendidikan yang pernah mereka tempuh, dan bagaimana penilaian pasien 

terhadap pelayanan yang telah mereka berikan. Untuk mengetahui aspek 

tersebut maka  dapat dlihat dari data tingkat jenjang pendidikan pegawai. 

Sumber daya manusia RSUD Tenriawaru meliputi tenaga medis dan non 

medis, dengan kualifikasi tingkat pendidikan meliputi pasca sarjana, sarjana, 

sarjana muda. 

Data Ketenagaan Pegawai Bagian Pelayanan BPJS Kesehatan RSUD 
Tenriawaru Kabupaten Bone  Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
No Kualifikasi Tenaga Non Medis Jumlah 

pegawai 
S2 S1 D3 

1 Sarajana Ekonomi/Akuntansi 3 1 1 1 
2 Sarajana Administrasi 4 1 2 1 
3 Sarjana Hukum 2 - 2 - 
4 Sarjana Komputer 2 - 2 - 
 Jumlah  11 2 7 2 

 
           Sumber : Subag. Kepegawaian 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik 

pengetahuan yang dimiliki. Menurut tabel diatas dari jumlah 11 keseluruhan 

jumlah pegawai pada bagian pelayanan BPJS yang tingkat pendidikan S2 

sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 7 orang dan D3 2 orang, dari data tersebut 
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penulis dapat menilai bahwa  tingkat pendidikan pegawai pada bagian pelayanan 

BPJS rata-rata di isi oleh pegawai dengan jenjang tingkat  pendidikan S1. Hal ini 

menunjukan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Rumah Sakit Umum 

Daerah Tenriawaru Kebapaten Bone memiliki non medis yang cukup 

berpendidikan, hal ini menandakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah 

Tenriawaru Kebapaten Bone mempekerjakan orang-orang yang cukup 

berkompeten dan memiliki pengetahuan yang baik terkait bidangnya masing-

masing. Hal tersebut di perkuat dari hasli wawancara kepada pasien sebagai 

pihak yang meraskan pelayanan terkait penilainya terhadap dokter, perawat, 

pegawai bagian pelayanan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan. 

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pasien, terkait pengetahuan 

yang dimiliki oleh petugas administrasi dalam melayani kepengurusan berkas 

pasein. Beliau mengatakan : 

“Kalau menurut saya, pegawai disini  dalam menjalankan tugas sudah bagus, 
dari caranya memberikan penjelasan  dan mengarahkan setiap ada berkas 
saya yang kurang cukup bisa saya mengerti. (wawancara dengan. AT (24 
tahun) pasien rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone)  

      (wawancara tanggal 4 januari 2018) 
 
Dari pernyataan pasien yang mengatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh petugas administrasi dibagian pelayanan BPJS sudah bagus 

karena dilihat dari bagaimana pemahaman mereka mengenai SOP yang 

seharusnya, dan bagaimana cara mereka mengarahkan kepada pasien terkait 

berkas yang tidak lengkap.  Adapun SOP  bagian pelayanan BPJS Kesehatan 

yaitu 1. Pasien/keluarga tiba di counter validasi 2. Petugas validasi menerima, 

memverifikasi dan merapikan berkas persyaratan administrasi BPJS 

Kesehatan.3. Petugas validasi memeriksa keaktifan kepersertaan 4.Petugas 
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validasi menginput data pasien ke SIM RS 5.Petugas validasi memberikan 

berkas BPJS Kesehatan yang sudah lengkap berikut dengan SEP kepada pasien 

6. Petugas validasi mengarahkan pasien ke FO 7. Petugas FO menerima pasien. 

Terkait pernyataan pasien yang mengatakan bahwa cara petugas mengarahkan 

ketika ada berkas yang kurang biasanya terjadi pada saat pemeriksaan berkas 

pasien, ketika berkas tidak lengkap maka petugas bagian pelayanan administrasi 

akan memberikan arahan untuk melengkapi terlebih dahulu dan cara mereka 

menyampaikan kepada pasien/keluarga pasien disampaikan dengan nada yang 

sopan dan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami 

oleh pasien maupun keluraga pasien. Adapun kelengakapan berkas yang 

diperlukan saat ingin mendaftar untuk mendapatkan pelayanan menggunakan 

BPJS kesehatan adalah :  Untuk pasien baru maka berkas yang disiapakan yaitu: 

1. Surat rujukan dari Faskes 1 atau 2 

2. kartu BPJS 

3. Kartu keluarga 

4. KTP 

Sedangkan untuk pasien lama yang telah terdaftar di RSUD Tenriawaru hanya 

perlu membawa kartu BPJS, kartu control dari dokter atau poliklinik tujuan 

berobat sebelumnya. 

Beliau juga mengutarakan penilainya tentang profesionalitas 

(pengetahuan)  dokter dan perawat yang menangani keluhanya selama rawat 

jalan di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone.   

“ Dari beberapa kali saya berobat rawat jalan di rumah sakit ini, dokter serta 
perawat dalam melaksanakan tugasnya menurutku sudah baik, dari caranya 
menjelaskan tentang penyakit yang saya keluhkan cukup bisa saya pahami 
karena dokter memberikan penjelasan dengan rinci dan jelas, jadi mudah 
saya pahami.” ( wawancara dengan AT (24 tahun) pasien rawat jalan 
penggunan BPJS Kesehatan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone)  



 
 

73 
 

(wawancara tanggal 4 januari 2018) 

 

  Dari pendapat pasien yang mengatakan bahwa dokter serta perawat 

dalam melaksanakan tugas sudah baik dalam artian bahwa dokter dan perawat 

dalam menangani pasien telah sesuai dengan SOP . Adapun SOP dari dokter 

yaitu 1. Melakukan wawancara atau anamnese kepada pasien pada tahap ini 

dokter akan menanyakan kepada pasien terkait keluhan apa yang dirasakan oleh 

pasien, sudah berapa lama pasien mengalami gejala tersebut, riwayat penyakit 

apa saja yang pernah diderita oleh pasien, dan hal tersebut dokter menanyakan 

dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah untuk dimengerti oleh pasien. 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien, pada tahap ini pasien akan 

menjalani pemerikasaan fisik, seperti tes tekanan darah, di ukur detak jantung 

dan pengambilan sampel darah yang dilakukan oleh perawat 3.  Menegakkan 

diagnosa penyakit, setelah di periksa oleh dokter dan di cek bagaimana kondisi 

kesehatan pasien, dokter kemudian menyampaikan perihal penyakit yang 

diderita oleh pasien dan disampikan dengan menggunkan bahasa yang mudah 

dipahami oleh pasien 4. Merencanakan dan memberikan terapi/pengobatan, 

pada tahap ini  jika penyakitnya parah maka dokter akan menyarankan untuk di 

rawat inap, tetapi jika tidak maka pasien akan diberikan suplamen dan obat 

antibiotic serta disarankan untuk menjalani pengobatan rawat jalan.  

Berdasarkan wawancara diatas bahwa para petugas medis maupun 

petugas administrasi dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada 

pasien cukup memiliki pengetahuan yang baik, hal itu ditandai dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi, kemampuan mereka dalam memberikan penjelasan 

kepada pasien  yang mudah untuk dipahami oleh pasien dan mereka 

menjalankan tugas sesuai dengan SOP masing-masing serta tidak ditemukannya 
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keluhan-keluhan pada saat wawancara dan mereka menilai pelayanan yang 

diberkain sudah bagus. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka sudah  

mengetahui dan memahami dengan  baik tujuan pemberian pelayanan 

kesehatan agar dapat menciptakan pelayanan yang berkulitas dan memuaskan 

bagi pasien.  Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis 

lakukan, pada indikator pengetahuan yang baik, petugas medis maupun 

administrasi dapat dikatakan telah sesuai indikator.  

2. Keterampilan yang sesuai 

Organisasi yang baik, diperlukan staf bagian penerimaan pasien yang 

mempunyai keterampilan tertentu yaitu, pewawancara, pencatat, dapat 

melakukan koordinasi dengan baik, menguasai pekerjaanya, dan yang lebih 

penting adalah petugas telah dibekali pelatihan oleh rumah sakit untuk 

meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Untuk menilai keterampilan 

petugas administarsi atau petugas medis penulis dapat menilai dari berapa 

banyak  tingkat pelatihan, workshop dan seminar yang di ikuti selama bekerja di 

RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dan penulis mencoba mencari tahu 

bagaimana penilaian pasien mengenai prosuder kerja petugas administrasi dan 

prosuder kerja petugas medis, apakah  dalam menjalankan tugas  mereka 

menguasai pekerjaanya dan dapat melakukan koordinasi dengan baik. 

Selain memperhatikan kuantitas SDM yang ada, manajemen RSUD 

Tenriawaru secara aktif mengembangkan kualitas SDM rumah sakit dengan cara 

mengirim pegawai untuk mengikuti pertemuan/ seminar/ workshop/ pelatihan, 

baik yang diselenggarakan di Kabupaten, Propinsi maupun di Pusat. Adapun 

jenis pertemuan/ seminar/ workshop/ pelatihan yang diikuti oleh pegawai RSUD 

Tenriawaru selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 
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a. Seminar/ workshop yang diikuti oleh manajemen 

 
 

No 
Seminar/ Workshop/ Pelatihan 

 

Jumlah 
pegawai 

yang ikut 
(orang) 

Bulan 
 

1 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 3 Februari 
 Pelatihan Sertifikasi Mediator 1 April 
2 Workshop ASPAK bagi RS dan Dinkes  2 April 
3 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Dalam Rangka Penguatan 

PKRS “Penguatan Promosi Kesehatan RS” 
1 April 

4 Diklatpim Tk. IV 1 April 
5 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Audit dan Kertas 

Kerja Audit (Level 2) 
2 April 

6 Pertemuan Penerapan e-Logistic dan e-Catalog 1 Mei 
7 Bimbingan Hospital By Lawas 1 Mei 
8 Pelatihan Penyusunan Sistem Remunerasi Rumah Sakit 2 Mei 
9 Workshop RS Rujukan Provinsi dan Regional 2 Mei 

10 Workshop RS Rujukan 2 Mei 
11 Rakontek DAK Tahun 2017 Gelombang III 4 Juni 
12 Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan tentang CTKI di 

Provinsi 
1 Juli 

13 Training For Trainers (TOT) untuk Penanggung Jawab RS 
dalam rangka Riset Pembiayaan Kesehatan (RPK) Kemenkes 

1 Agustus 

14 Workshop Advokasi Program Kesehatan Mata Propinsi 
Sulawesi Selatan 

1 Agustus 

16 Workshop Assessor Internal RS 2 September 
17 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) Angkatan 

XIII 
23 Oktober 

18 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) Angkatan 
XV 

41 Oktober 

19 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) Angkatan 
XVI 

41 Oktober 

20 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) Angkatan 
XVII 

25 Oktober 

21 Workshop Assessor Internal RS 2 September 
22 Workshop/ Training Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 Oktober 
23 Study Banding Pelayanan TB Paru 1 Oktober 

Sumber : Bidang Pengembangan RS dan SDM 

 Jika berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa  dari 23 jenis pelatihan, 

workshop yang ada, jumlah petugas pada bagian manajemen yang ikut serta 

sebanyak 162 orang. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan maupun 

pengetahuan yang dimiliki petugas bagian manajemen bisa dikatakan cukup 

terampil. 
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b. Seminar/ workshop yang diikuti oleh dokter 
 
 

No 
Seminar/ Workshop/ Pelatihan 

 

Jumlah 
pegawai 

yang ikut 
(orang) 

Bulan 
 

1 Early Years National Symposium of 2016 ISICM “Update on 
ARSD Sepsis and Resuscitation” 

1 Januari 

2 Integrated Head and Neck Thyroid Disease Updates  1 Maret 
3 Pertemuan Ilmiah Tahunan (Dokter Ahli Radiologi) XI  1 Mei 
4 Pertemuan Ilmiah Tahunan Perkumpulan Obstetri dan 

Gynecologie Indonesia ke-22 
1 Agustus 

5 Workshop Clipping Costaf On Flip Fracture 1 Agustus 
6 Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) Modul C oleh 

Persatuan Bedah Mulut 
1 Agutus 

7 The 33rd World Congress of Internal Medicine (WCIM) Bali 
2016 

1 Agustus 

8 Pelatihan Kolaborasi TB-HIV Bagi Petugas HIV di Fasyankes 1 September 
9 SURAMADE IV Lombok “Review On Clinical Pathology” 1 September 

10 Pelatihan Pengasuhan Berbasis Hak Anak dan Pencegahan 
Perkawinan Anak Bagi Unsur Lembaga Pengasuhan dan 
SKPD Terkait Tingkat Propinsi dan Kab./ Kota 

1 September 

11 PERDAMI 14th National Congress dan 41th Annual Scientific 
Meeting 

1 September 

12 Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Konferensi Kerja 
Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PIT-KONKER) 
PERNEFRI 2016 

1 Oktober 

13 Pertemuan Ilmiah Nasional Neurogeriatri, Neurofisiologi dan 
Neurobehavior 

1 Oktober 

14 Kongres Nasional IX Pertemuan Ilmiah Tahunan XV (spesiais 
Patologi Klinik) 

2 Oktober 

15 Pelatihan Advanced Crdiac Life Support (ACLS) 5 Oktober 
16 Update in Diagnostic Procedures And Treatment in Internal 

Medicine : Towards Evodence Based Competency 
2 Oktober 

17 Workshop Manajemen dan Tata Laksana TB pada Anak Bagi 
Klinisi dan Pengelola Program Tingkat Propinsi Sul-Sel 

1 November 

18 20th National Congress of Indonesian Orthopaedic 
Association : “Current Trends and Future in Foot and Ankle 
Problems” 

1 November 

19 Workshop Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 4 November 
20 Workshop IN-ALARM (ISUOG X APPROVED Course) 1 November 

 

Jika berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa  dari 20 jenis pelatihan, 

workshop yang ada, jumlah dokter yang ikut serta sebanyak 29 orang. Hal ini 

membuktikan bahwa keterampilan maupun pengetahuan yang dimiliki dokter bisa 

dikatakan cukup terampil. 
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c. Seminar/ workshop yang diikuti oleh perawat/ bidan 
 
 

No 
Seminar/ Workshop/ Pelatihan 

 

Jumlah 
pegawai 

yang ikut 
(orang) 

Bulan 
 

1 Audit Master Trainers 3 Februari 
2 Pelatihan Emergency and Disaster Management 1 Februari 
3 Pelatihan Motivational Interviewing (MI) 1 Mei 
4 Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia T.A 2016 M/ 1437 H 2 Mei 
5 Pelatihan Intergrasi Tim Kesehatan Haji Indonesia 2 Mei 
6 Pelatihan Fire Safety Angkatan I 40 Agustus 
7 Pelatihan Fire Safety Angkatan II 40 Agustus 
8 Pelatihan Fire Safety Angkatan III 40 Agustus 
9 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan I 40 Agustus  

10 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan II 40 Agustus  
11 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan III 40 Agustus  
12 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan IV 40 Agustus  
13 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan V 40 Agustus  
14 TOT Midwifery Update bagi Pelatih di Pengurus Cabang 

Kab. Bone/ Se-Selawesi Selatan  
1 Agustus 

 
15 Pelatihan Basic Othopaedic Nursing Course 3 Agustus 
16 Orientasi Pertemuan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal 

Tingkat Propinsi 
1 Agustus 

17 Workshop Pengkajian Kerentanan Bencana, Pengembangan 
Skenario dan Aplikasinya Dalam Simulasi Table Tiap 
Bencana 

1 Agustus 

18 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Angkatan II 34 September 
19 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Angkatan IV 34 September 
20 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 

Angkatan I 
50 September 

21 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan V 

38 September 

22 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan VI 

39 September 

23 Pelatihan Midwifery Update 33 Oktober 
24 Kegiatan Peningkatan Kompetesi Teknis Petugas Rehabilitasi 

di Bidang Rawat Jalan 
1 September 

25 Seminar dan Workshop Nasional yang dirangkaikan dengan 
Musyawarah Keja Nasional Ikatan Penata Anasthesi 
Indonesia X (Mukernal IPAI X) 

1 Oktober 

26 Simposium dan Workshop PITNAS IPDI ke-24 Medan 2016 2 Oktober 
27 Pelatihan Keperawatan Intensive (ICU) Dasar 4 November 
28 Study Banding 1 November 
29 The 6th Annual Scientific Meeting in Emergency Nursing : 

“Challenges in Managing Disaster and Emergency For 
Nurses” 

10 November 

30 Pelatihan TRIASE 24 November 
31 Pelatihan P2 TB Bagi Tenaga Paramedis dan Dokter di 

Fasyankes Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 
1 Desember 

 

Jika berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa  dari 31 jenis pelatihan, 

workshop yang ada, jumlah petugas medis yaitu perawat dan bidan yang ikut 
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serta sebanyak 229 orang. Hal ini membuktikan bahwa keterampilan maupun 

pengetahuan yang dimiliki perawat dan bidan bisa dikatakan cukup terampil. 

d. Seminar/ workshop yang pesertanya diikuti oleh gabungan dari unsur 
manajemen, dokter, perawat dan atau instalasi penunjang 
  

 
 

No 
Seminar/ Workshop/ Pelatihan 

 

Jumlah 
pegawai 

yang ikut 
(orang) 

Bulan 
 

1 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Screening Bayi Baru 
Lahir 

3 Maret 

2 Pelatihan Tenaga Kesehatan Front Line 2 Maret 
3 Pelatihan PPIA Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak 

Bagi Petugas Kesehatan RI 
2 Maret 

4 Workshop Manajemen Fasilitas Keamanan serta Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3) 

45 Maret 

5 Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 April 
6 Workshop Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk profesi 64 April 
7 Bimbingan Teknis Kesehatan Gigi dan Mulut  2 April 
8 Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 45 April 
9 Workshop Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 46 April 

10 Pelatihan Nyeri 40 Mei 
11 Bimbingan Teknis Akreditasi 70 Mei 
12 Penyusunan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway di 

RS 
2 Mei 

13 Workshop Manajemen Penggunaan Obat (MPO) 45 Mei 
14 Audit Near Miss Maternal 2 Juni 
16 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan VI 40 Agustus  
17 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan VII 42 Agustus  
18 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan VIII 46 Agustus  
19 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan IX 42 Agustus  
20 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Angkatan X 46 Agustus  
21 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Front Office RS 2 Agustus 
22 Pelatihan Internal Peningkatan Mutu dan Keselamatan 

Pasien (Pengumpulan, Analisa dan Validasi Data Indikator) 
18 Agustus 

23 Orientasi Rujukan Tumbuh Kembang Bagi Tenaga Kesehatan 
di Tingkat Propinsi 

2 Agustus 

24 Workshop Implementasi Dokter Penanggung Jawab 
Pelayanan dan Case Manager Dalam Akreditasi RS Versi 
2012 

3 September 

25 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Angkatan I 35 September 
26 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Angkatan III 33 September 
27 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Angkatan V 31 September 
28 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Angkatan VI 36 September 
29 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 

Angkatan II 
50 September 

30 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan III 

50 September 

31 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan IV 

50 September 

32 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 54 September 
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Angkatan IX 
33 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 

Angkatan X 
40 Oktober 

34 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan XI 

40 Oktober 

35 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan XI 

40 Oktober 

36 Pelatihan Pencegahan dan Pengendaian Infeksi (PPI) 
Angkatan XII 

45 Oktober 

37 In House Training Manajemen Rekam Medis dan Informasi 
Kesehatan 

50 Oktober 

38 Pelatihan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Assessment 
Pasien, Staf/ Pegawai RSUD Tenriawaru Kelas B Kab. Bone 

55 November 

39 Workshop Penggunaan Alat Laboratorium Tes Cepat 
Molekuler Tuberkulosa (TCM TB) 

5 Desember 

40 Workshop Akreditasi RS Menuju Akreditasi Internasional 2 Desember 
 

Jika dilihat dari data yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa petugas 

medis maupun non medis memiliki keterampilan dan pengetahuan yang  baik 

mengenai rumah sakit  jika dilihat dari hasil pelatihan, workshop yang telah di 

ikuti. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara salah satu pasien sebagai 

pihak yang merasakan pelayanan dari petugas medis maupun petugas 

administrasi. Salah satunya adalah pasien yang berinisial LE mengatakan bahwa  

 “Saat di perikasa, dokter terlihat sangat terampil, mereka bersikap ramah 
pada saya, memulai dengan menanyakan kondisi, apa – apa keluhan saya 
selama ini, setelah itu baru diperikasa. Pemeriksaan berupa pemeriksaan 
fisik, palpasi. Setelah di periksa, dokter memberikann informasi tentang  
penyakit  saya, dan kata-kata yang  menghibur bahwa penyakitnya  saya 
akan cepat sembuh,Terakhir dokter akan memberikan resep obat sesuai 
dengan  diagnosa  penyakit yang saya derita” . (wawancara dengan LE (30 
tahun)  pasien rawat inap penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone) 

(wawancara 4 januari 2018) 

 

Dari hasil wawancara pasien yang mengatakan bahwa dokter yang 

memeriksa cukup terampil dalam artian bahwa dokter tersebut telah terlatih dan 

berpengalaman dalam melayani pasien, mulai dari pemerksaan fisik seperti cek 

detak jantung, tekanan darah dan pemeriksaan denyut nadi pasien, untuk 
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menemukan tanda klinis penyakit, hasil pemeriksaan akan dicatat oleh perawat 

dalam catatan rekam medis. Rekam medis akan membantu mendiagnosa dan 

merencanakan perawatan pasien, seperti halnya Ny le yang menderita tipes dan 

diharusakan dirawat inap oleh dokter. Pemeriksaan palpalasi seperti cek darah 

dan cek urin setelah dokter mengetahui penyakit yang diderita oleh ibu Le maka 

dokter memberikan resep obat seperti vitamin dan antibiotic yang dianjurkan 

untuk dikonsumsi 3 kali dalam sehari. 

Hal yang sama disampaikan pula oleh pasien berinisial RA terkait 

keterampilan dari perawat. Beliau mengatakan bahwa :  

“perawat bersikap ramah dan sopan  saat melakukan pemeriksaan, 
memberikan obat dan makanan sesuai waktunya, menanyakan kondisi saya. 
Sehingga  saya puas atas pelayanan  perawat”. (wawancara dengan Ny. RA 
(23 tahun)  pasien rawat inap penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone) 

                (wawancara 4 januari 2018) 

Begitu pula dengan petugas administrasi dalam melayani kepengurusan 

berkas pasien mereka menjalankan sesuai dengan prosuder. Berikut hasil 

wawancara dengan pasien yang mengatakan bahwa : 

“Petugas dalam memberikan pelayanan memiliki keterampilan yang baik, dan 
prosuder kerjanya saya rasa cukup jelas. Seperti pada saat kepengurusan 
berkas pendaftaran, staf disana pertama-tama menanyakan asal rujukan dari 
puskesmas mana?, sudah pernah berkunjung sebelumnya atau ini pertama 
kalinya,? kalau mislanya pasien baru, harus di daftar terlebih dahulu dan 
mereka akan mengarahkan ke loket ke dua, khusus untuk pasien yang masih 
baru , disana staf meminta kelengkapan berkas seperti rujukan dari Faskes 1, 
kartu BPJS, kartu keluarga, dan KTP. (wawancara dengan HS (32 tahun)  
pasien rawat inap penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten 
Bone). 

     (wawancara tanggal 4 januari 2018) 

 

Dari hasil wawancara pasien yang mengatakan bahwa petugas 

administrasi bagian pelayanan BPJS memiliki keterampilan yang baik dalam 

artian bahwa petugas administrasi mampu menyampikan dan mengarahkan 
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dengan baik alur dari kepengurusan berkas pasien, mereka mampu 

menyampaikan dengan komunikatif terkait hal-hal yang perlu disiapkan untuk 

memperoleh pelayanan dan kebagian loket mana saja jika status kepesertaan  

BPJS pasien masih baru. 

Berdasarkan data, observasi dan hasil wawancara dengan beberapa 

pasien pengguna BPJS Kesehatan di  RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 

penulis dapat  menilai bahwa petugas administrasi maupun petugas medis 

memiliki keterampilan yang sesuai hal tersebut dilihat dari pelatihan dan 

workshop yang di  ikuti oleh petugas administarsi, perawat dan dokter selama 

bekerja di RS Tenriawaru,  hal tersebut membuktikan bahwa petugas medis 

maupun non medis dalam hal ini perawat, dokter dan staf bagian administrasi 

telah terlatih secara professional dan dari hasil wawancara menunjukan bahwa 

paisen menilai petugas medis dan non medis memilki keterampilan yang baik 

dalam melayani pasien.  

Dari ke dua indikator yang digunakan untuk menilai apakah petugas 

administrasi dan petugas medis  dalam melayanai pasien dapat dikatakan 

professional dan memiliki kealiah telah tercapai, dan terbukti  bahwa dalam 

menjalankan tugas mereka telah memenuhi dimensi profesionalisme and skill . 

V.2  Attiudes and Behavior (Sikap dan Perilaku)  

 Pada kriteria ini pasien menilai bahwa petugas administari bagian 

pelayanan BPJS, dokter, perawat  menaruh perhatian kepada pasien dan 

berusaha membantu mereka dalam memperoleh pelayanan yang di inginkan. 

Dengan kata lain Attiudes and Behavior berkaitan dengan sikap dan kebiasaan  

pegawai bagian pelayanan BPJS,  dokter, perawat dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien, petugas selalu memperhatikan, berusaha membantu 
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menyelesaikan masalah pasien secara cepat dan senang hati, bersikap ramah , 

menjaga sopan santun serta peduli terhadap keluhan pasien  

Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur apakah 

penyedia layanan (staf administrasi dan petugas medis)  dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien bersikap dan berperilaku baik  adalah sebagai berikut : 

1. Menaruh perhatian 

Pelayanan kesehatan pada dasarnya memusatkan perhatian kepada 

adanya kepastian bahwa sumber daya kesehatan dan sumber daya sosial yang 

ada, telah tersebar merata dengan lebih memperhatikan mereka yang paling 

membutuhkan (pasien). Dalam hal ini pemberi pelayanan (staf pelayanan 

administrasi dan petugas medis) seharusnya lebih tahu apa yang diinginkan  dan 

dibutuhkan oleh pasien. Dalam konteks pelayanan publik, sikap ramah dan 

perilaku sopan dan baik, dan sikap penuh perhatian dari petugas pelayanan (staf 

pelayanan administrasi dan petugas medis) sangat menunjang dalam hal 

kepuasan  yang diterima oleh penerima layanan (pasien). Sebagai pelayanan 

publik, hendaknya staf administrasi maupun petugas medis di RSUD Tenriawaru 

Kabupaten Bone menomorsatukan sikap dan perilaku yang ramah, sopan  serta 

penuh perhatian agar pasien merasa dilayani dengan sepenuh hati. 

Berikut hasil wawancara dengan pasien, terkait sikap petugas 

administrasi dalam melayani kepengurusan berkas pasein. Beliau mengatakan : 

 

 

“ Kalau ketemu yang ramah yah ramah, kalau ketemu yang kurang peduli, 
biar senyum juga tidak yah sabar-sabar saja. Karena petugas disini, ada 
yang ramah ada juga tidak”. .(wawancara dengan. NR (28 tahun)  keluarga 
pasien rawat inap penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone) 

(wawancara tanggal 5 januari 2018) 
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Dari hasil wawancara pasien yang mengatakan bahwa petugas bagian 

pelayanan administrasi ada yang ramah dan ada yang tidak artinya masih ada 

beberapa petugas pada bagian pelayanan tersebut yang belum memperhatikan 

dan mencerminkan sikap dan perilaku yang baik terhadap pasien. Namun dari 

hasil observasi penulis menemukan bahwa ketidakramahan petugas pada bagian 

pelayanan adminisitrasi dilakukan oleh petugas yang masih baru  atau petugas 

muda yang masih belum berpengalaman. Terkait ketidakramahan petugas 

bagian pelayanan administrasi, hal yang sama terjadi juga pada petugas medis 

khususnya perawat, hal tersebut di ungkapkan oleh salah satu pasien berinisial  

NA yang mengatakan bahwa : 

“Waktu dirawat disini, ketidaktramahan  paling sering saya temukan pada 
perawat yang mudah-muda, sama yang biasa mengurusi masalah 
administrasi, biasanya kalau ada keluhan mereka  kurang respon terkadang 
kami harus menunggu dulu baru dilayani. ” (wawancara dengan NA (20 tahun)  
pasien rawat Inap penggunan BPJS Kesehatan  tingkat 3 RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone) 

(wawancara tanggal 6 januari 2018) 
 

Dari pernyataan pasien yang mengatakan bahwa perawat dan petugas 

bagian pelayanan administrasi kurang ramah dalam artian mereka kurang 

senyum, sopan dan perhatian kepada pasien dan pendapat pasien yang 

mengatakan bahwa mereka kurang respon artinya petugas tersebut belum 

melayani pasien dengan sepenuh hati, mereka belum bisa menyelesaikan 

masalah pasien secara cepat dan senang hati. 

Dari kedua pernyataan yang diutarakan oleh pasien penulis dapat menilai 

bahwa ketidakramahan dan perilaku yang kurang memuaskan dilakukan oleh 

petugas medis dan petugas administrasi yang tergolong muda dan masih baru. 

Sementara ketika peneliti mewawancarai Kabid Pelayanan Medis, hal ini diakui 
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terjadi pada beberapa petugas yang masih baru dan mahasiswa yang sedang 

melakukan PKL, karena minimnya pengalaman dan masih kaku ketika 

berhadapan dengan pasien. Berikut hasil wawancara dengan beliau : 

“Saya sering mendengar laporan tersebut, tapi biasanya hal tersebut 

dilakukan oleh staf yang  masih baru, atau biasa juga mahasiswa yang PKL, 

hal seperti ini terjadi karena staf belum berpengalaman, cenderung kaku dan 

mahasiswa PKL masih belajar.” (wawancara dengan ibu Farida Kabid 

Pelayanan Medis RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone). 

      (wawancara tanggal 6 januari 2018) 

 

Dari hasil wawancara tersebut, Kabid Pelayanan Medis selaku yang 

mengetahui semua proses pelayanan baik pada loket pelayanan kepengurusan 

berkan pasien BPJS mengakui hal tersebut biasa terjadi, beliau mengatakan 

bahwa hal tersebut dilakukan oleh petugas yang masih mudah dan belum 

banyak pengalaman, serta mahasiswa yang sedang PKL dan dinilai masih 

belajar, sehingga jika berhadapan dengan pasien masih cenderung kaku. Namun 

hal berbeda justru diutarakan oleh salah satu pasien lain yang menilai bahwa 

dokter dalam memberikan pelayanan justru lebih menunjukan sikap yang baik 

dan penuh perhatian. 

Pernyataan disampaikan oleh MA, sebagai berikut :  

“Kalau dokter disini ramah semua, baik dan perhatian kepada pasien.”  
(wawancara dengan MA (31 tahun) pasien rawat jalan penggunan BPJS 
Kesehatan  tingkat 3 RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone) 

(wawancara tanggal 7 januari 2018) 
 

Dari pernyataan pasien yang mengatakan bahwa dokter bersikap ramah 

dan penuh perhatian kepada pasien artinya dokter dalam memberikan pelayanan 

telah mencerminkan sikap dan perilaku yang baik kepada pasien, ramah artinya 

mereka senang tiasa senyum dan berperilaku sopan kepada pasien, mereka 
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mampu merespon keluhan pasien dengan cepat dan senang hati. Dari 

wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa masih terdapat beberapa patugas 

medis dan petugas administrasi yang bersikap dan berperilaku kurang ramah 

terhadap pasien dalam memberikan pelayanan, meskipun tidak menyatakan 

untuk semua petugas medis dan petugas administrasi, keluhan mengenai 

masalah ketidakramahan petugas mengarah kepada petugas administrasi dan 

perawat yang masih baru serta mahasiswa-mahasiwa yang sedang PKL . akan 

tetapi hal ini harus jadi perhatian jajaran pimpinan rumah sakit untuk segera 

dilakukan perbaikan dalam pengelolahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru, karena sebuah 

pelayanan publik yang baik harus disertai sikap dan perilaku yang baik dan 

penuh perhatian dari pemberi layanan itu sendiri  agar mencerminkan pelayanan 

yang maksimal dan memuaskan untuk setiap pasien (rawat jalan dan rawat inap) 

yang menggunakan BPJS maupun pasien umum di Rumah Sakit Umum Daerah 

Tenriawaru Kabupaten Bone.  

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis dapat 

dikatakan bahwa untuk indikator menaruh perhatian sudah terpenuhi dan dapat 

dikatakan baik, meskipun masih ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki  

seperti keramahan dari petugas di bagian administrasi masih kurang dan perlu 

untuk ditingkatkan lagi agar tercipta pelayanan yang memuaskan dan berkualitas 

serta perawat yang masih muda masih perlu untuk dilatih dan diarahkan lagi dan 

mahasiswa yang PKL masih harus di bimbing dan diberi arahan untuk lebih 

memperlihatkan kesan yang baik serta penuh perhatian kepada pasien. Dari 

indikator yang digunakan untuk menilai apakah petugas administrasi dan petugas 

medis  dalam melayanai pasien menaruh perhatian telah tercapai, dan dapat 
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dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas mereka memiliki sikap dan perilaku 

yang cukup baik, namun masih perlu untuk ditingkatatkan lagi. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan petugas medis dan non 

medis telah memenuhi dimensi Attiudes and Behavior (Sikap dan Perilaku).  

V.3 Accessbility and flexibility (Kemudahan pencapaian dan penyesuaian 
pelayanan) 

 Pada kriteria ini mencakup hak pasien untuk mendapatkan  pelayanan yang 

sesuai dengan kriteria , artinya bahwa penyedia pelayanan (petugas medis dan 

non medis) memudahkan pasien untuk memperoleh pelayanan, sesuai dengan 

permintaan dan keinginan pasien.  Adapun indikator yang kemudian digunakan 

untuk mengukur apakah penyedia layanan (staf administrasi dan petugas medis)  

dalam memberikan pelayanan kepada pasien sudah memenuhi dimensi 

Accessbility and flexibility adalah sebagai berikut : 

1. Akses mudah  

Pada dasarnya pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas apabila 

mempermudah akses kepada seluruh masyarakat/pelanggan. Unit-unit 

pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-benar 

mudah diakses oleh masyarakat/ pasien, baik akses dari segi waktu dalam hal ini 

kecepatan waktu petugas pelayanan administrasi, dokter, dan perawat dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien. 

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone 

merupakan instansi yang memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat di 

kabupaten Bone, serta salah satu instansi yang menjadi sarana dan prasarana 

pemerintah Kabupaten Bone dalam mengimplementasikan program jaminan 

kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien, namun pada pelayanannya 
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masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama dari segi waktu, 

kecepatan dan respon pelayanan yang diberikan oleh staf bagian administarsi 

dan petugas medis itu sendiri. Hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil 

wawancara oleh beberapa pasien pengguna BPJS Kesehatan. dan pada saat 

observasi peneliti juga mendapati salah satu keluarga pasien yang sedang antri 

dan ia komplain terhadap salah satu staf dibagian kepengurusan berkas BPJS, 

beliau komplain terkait nomor antrian yang tidak beraturan. Dan pada saat di 

wawancarai, beliau mengaku kesal sebab ia merasa petugas cenderung 

mempersulit pelayanan. 

“Kalau berbicara mengenai ketepatan waktu petugas administrasi dalam 
melayani menurutku masih kurang cepat dan kurang respon. saya dari  
nomor antrian 72 tapi yang dilayani langsung antrian 200, padahal saya antri 
dari pagi, bagaimana kalau orang tua saya pingsan ? mana sholat juga sudah 
dilalaikan,  saya rasa percuma ada nomor antrian, percuma antri dari pagi-
pagi nyatanya  tidak dilayani dengan baik, saya komplain disitu malah tidak 
ada yang menyahut.” (wawancara dengan ST (30 tahun)  keluarga pasien 
rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan tingkat 2 RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone)  

(wawancara 8 januari 2018) 

 

Dari pernyataan salah satu pasien yang mengatakan bahwa ketepatan 

waktu petugas administarsi pada bagian pelayanan BPJS masih kurang cepat 

dan kurang respon menandakan bahwa akses untuk memperoleh pelayanan 

yang sesuai dengan keinginan pasien masih cenderung sulit mereka dapatkan, 

hal ini dilihat dari pernyataan yang mengatakan bahwa pasien telah antri dari 

pagi namun mereka tidak langsung dilayanai sesuia dengan nomor antrian yang 

seharusnya.  Hal  yang sama disampaikan pula oleh salah satu pasien pengguna 

BPJS berinisial RD,  beliau mengatakan bahwa : 

“Kurang  memuaskan, petugas kurang cepat dan tanggap dalam pelayanan, 
anak saya sudah di periksa oleh dokter namun surat jaminan untuk ambil 
obat belum di keluarkan padahal saya sudah masukan berkas dari jam 10 
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pagi alasanya mereka tidak bisa layani semua karena terlalu banyak orang 
antri.” (wawancara dengan Ny. RD (27 tahun)  keluarga pasien rawat jalan 
penggunan BPJS Kesehatan  tingkat 2 RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone) 

(wawancara 8 januari 2018) 

 

Dari pernyataan pasien yang mengeluhkan kurang cepat dan tanggap 

petugas administrasi  saat memproses surat jaminan untuk menebus obat 

menandakan bahwa petugas administrasi pada bagian kepengurusan berkas 

pasien pengguna BPJS tidak memudahkan pasien untuk memperoleh pelayanan 

sesuai dengan permintaan dan keinginan pasien, hal tersebut dibuktikan dengan 

pernyataan yang di ungkapkan pasien bahwa mereka tidak bisa melayani 

dengan cepat dikarenakan terlalu banyaknya antrian, hal ini menandakan bahwa 

masih ada beberapa petugas yang cenderung mempersulit akses pasien untuk 

memperoleh pelayanan sesuai  keinginan pasien. 

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa  ketepatan waktu, 

serta kecepatan respon dari petugas administrasi masih dikeluhkan oleh pasien, 

hal tesebut menandakan bahwa akses pasien untuk memperoleh pelayanan 

dengan mudah masih sulit untuk mereka dapatkan, hal demikian semestinya 

harus menjadi perhatian dari pihak Manajeman Rumah Sakit, untuk lebih 

meningkatkan lagi pelayanan yang seharunya didapatkan oleh pasien agar 

tercipta pelayanan yang mudah dan dapat memuaskan pasien.  

Sementara ketika peneliti mewawancarai Kabid Pelayanan Medis terkait 

keluhan-keluhan pasien, hal yang berbeda justru di utarakan oleh ibu Fr, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Terkait komplain dari keluarga pasien mengenai masalah lambatnya dilayani 
dan terkait lamanya mereka antri sehingga mereka merasa aksensya untuk 
memperoleh pelayanan cenderung di persulit, saya rasa itu hal yang keliru ! 
karena kami disini merasa sudah melayani mereka semaksimal mungkin, 
yang jadi masalah terkadang banyak keluarga pasien yang ingin cepat 
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dilayani tetapi berkas mereka ada yang kurang. “(wawancara dengan 
Ibu.Farida selaku Kabid Pelayanan Medis RSUD Tenriawaru Kabupaten 
Bone). 

(wawancara 8 januari 2018) 
 

Dari pernyataan Kabid Pelayanan Medis yang mengatakan bahwa apa 

yang dikeluhkan oleh pasien adalah hal yang keliru, bahkan mereka mengaku 

telah melayani dengan maksimal, yang jadi kendala sehingga pasien lambat 

dilayani karena kesalahan pasien atau keluraga pasien sendiri yang terkadang 

berkas mereka kurang lengkap namun tetap ingin dilayani cepat. Hal tersebut 

diperjelas oleh satu staf administrasi yang melayani kepengurusan berkas pasien 

pengguna BPJS, hal hampir sama ia katakan dengan yang disampaikan oleh 

Kabid pelayanan Medis, beliau mengatakan bahwa :  

“Kami tidak bermaksud untuk mempersulit mereka, kami selalu berusaha 
memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Masalah keluarga pasien yang 
terlalu lama antri itu karena terlalu banyaknya jumlah  pasien yang ingin 
dilayani dan terkadang juga kami terkendala pada jaringan yang kurang 
bagus sehingga berkas pasien lama di proses.”(wawancara dengan Ibu. Mr 
selaku staf adminisrasi pelayanan BPJS RSUD Tenriawaru Kabupaten 
Bone). 

(wawancara 8 januari 2018) 
 

Dari hasil wawancara dengan  Kabid Pelayanan Medis serta salah satu 

staf dibagian Admnistrasi peneliti menemukan adanya perbedaan yang 

disampaikan petugas dengan apa yang disampaikan oleh pasien, dari hasil 

wawancara dengan petugas dan kabid pelayanan mereka menilai apa yang 

dikeluhkan oleh pasien adalah hal yang keliru, mereka merasa telah 

melaksanakan tugas semaksimal mungkin, hanya saja terkadang ada beberapa 

pasien yang ingin cepat dilayani namun berkas mereka tidak lengkap dan 

terkadang mereka juga terkendala oleh jaringan yang tidak mendukung. Hal 

tersebut yang menghambat sehingga terkadang proses pelayanan cenderung 
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dinilai lambat oleh pasien. Tetapi hal tersebut tetap harus mendapat perhatian 

dari pihak Manajemen Rumah Sakit agar segera melakukan perbaikan karena 

penilan pasien adalah tolak ukur yang menandakan berkualitas atau tidaknya 

pelayanan tersebut. 

Sedangakan untuk ketepatan waktu petugas medis dalam hal ini dokter 

dan perawat dalam menangani pasien dapat dikatan sudah tepat waktu. Hal 

tersebut disampaikan oleh keluarga pasien yang berinisial HS (27) mengatakan 

bahwa :  

“Selama ibu saya dirawat disini,dokter selalu datang memeriksa sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan.” (wawancara dengan Tn. HS (27 tahun) 
keluarga pasien rawat inap penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone). 

(wawancara 10 januari 2018) 

 

Dari pernyataan pasien yang mengatakan bahwa dokter selalu datang 

tepat waktu untuk memeriksa pasien menandakan bahwa akses pasien untuk 

memperoleh pelayanan dari petugas medis dapat dikatakan mudah dan sesuai 

dengan keinginan keluarga pasien. Hal yang sama disampaikan pula oleh 

keluarga pasien berinisial AY (22 tahun) mengatakan bahwa :  

 

 

“Menurut saya perawat dalam menangani pasien sudah tepat waktu, sudah 
sesuai jadwal, begitupun dengan perawat yang datang menanyakan kondisi 
serta mengganti. (wawancara dengan AY (22 tahun) keluarga pasien rawat 
jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone). 
    

(wawancara 10 januari 2018) 
  

Dari hasil wawancara penulis dapat menilai bahwa dalam kecepatan 

pelayanan dan kemudahan dalam pemberian layanan oleh dokter dan perawat 

sudah tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Dari hasil tersebut peneliti 
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dapat menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat  

sudah cukup baik dan memuskan pasien.  

Berdasarkan wawancara diatas bahwa para petugas medis maupun 

petugas administrasi dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada 

pasien pengguna BPJS kesehatan cukup baik, namun masih ada beberapa  hal 

yang perlu diperbaiki terutama pada bagian pelayanan administrasi yang masih 

banyak dikeluhkan oleh pasien dikarenakan responnya kepada pasien masih 

kurang, sedangkan untuk petugas medis merespon dengan baik dan selalu tepat 

waktu dalam melayani.  

Dari indikator yang digunakan untuk menilai apakah petugas administrasi 

dan petugas medis  dalam melayanai pasien dapat diakses dengan mudah 

sudah tercapai namun belum maksimal, karena masih ada beberapa hal yang 

mesti diperbaiki, terutama pada pelayanan bagian administrasi BPJS  yang dinilai 

lambat dalam merespon pasien. 

V.4 Reliability and trustworthiness (Kehandalan dan Kepercayaan) 

 Pada kriteria ini pasien menilai bahwa apapun yang terjadi , mereka bisa 

mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia pelayanan yaitu petugas 

pelayanan administrasi, dokter, dan perawat. 

Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur apakah 

penyedia layanan (staf administrasi dan petugas medis)  dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien sudah memenuhi dimensi Reliability and 

trustworthiness adalah sebagai berikut : 

1. Kepercayaan penuh terhadap petugas 

Dalam konteks pelayanan publik, trust (kepercayaan) public merupakan 

modal penting sehingga menjadikan penyedia layanan sebagai penyedia layanan 
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yang memiliki kredibilitas, baik pelayanan di sektor publik maupun privat 

merupakan suatu keharusan untuk dipercaya oleh pelanggan dengan dasar 

kehandalan yang dimilki.  

 Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pasien 

pengguna BPJS kesehatan mayoritas memilih rumah sakit umun daerah (RSUD) 

Tenriawaru bukan karena kehandalanya dalam menangani pasien, juga bukan 

karena kepercayaan yang tinggi  dari pasien terhadap petugas administrasi 

maupun medis disana, tapi lebih pada sebuah keharusan bahwa pengguna BPJS 

di haruskan berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah di 

tentukan. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa 

pasien . 

“Menurut saya untuk dibilang handal masih jauh dari angan-angan saya, kalau 
mengingat kekurangan disana-sini seperti fasilitas ruang tunggu yang tidak 
memadai,  antrian yang terlalu lama, keramahan petugas, ketepatan waktu 
mereka saat melayani saya rasa masih perlu untuk di tingkatkan lagi.” 
(wawancara dengan ST (30 tahun)  keluarga pasien rawat jalan penggunan 
BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone). 

       (wawancara 10 januari 2018) 
 

Dari pernyataan pasien yang mengatakan bahwa kehandalan petugas 

masih jauh dari angan-angan artinya bahwa mereka belum sepenuhnya percaya 

kepada petugas non medis maupun medis terkait pelayanan yang mereka 

berikan kepada pasien, hal itu dibuktikan dari hasi observasi penulis, pada saat 

observasi penulis melihat bahwa salah satu kekurangan dari pelayanan rumah 

sakit milik pemerintah  ini adalah fasilitas ruang tunggu yang kurang memadai 

seperti tempat duduk yang sedikit, sedangkan jumlah pasien dan keluarga pasien 

yang antri puluhan, sehingga banyak pasien yang harus berdiri bahkan ada yang 

duduk di tangga rumah sakit, dan pendingin ruangan yang ada hanya 2 kipas 

angin menempel di ruang tunggu, ditambah keramahan dan ketepatan waktu 



 
 

93 
 

petugas administrasi yang masih kurang sehingga pasien ataupun keluarga 

pasien menilai pelayanan yang diberikan belum memusakan. Hal tersebut 

diperkuat oleh pasien berinisial. SN (26) beliau mengatakan bahwa : 

“Kalau berbicara mengenai kehandalan petugas administarsi dalam melayani 
saya rasa masih kurang, saya sudah 3 kali berturut-turut berobat di rumah 
sakit ini dan 3 kali pula saya  harus mengantri berjam-jam.”  (wawancara 
dengan SN (26 tahun) pasien rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD 
Tenriawaru Kabupaten Bone). 

        (wawancara 10 januari 2018) 

 

Pernyataan yang disampaikan SN hampir sama dengan yang disampaikan oleh 

keluraga pasien berinisial ST keduanya sama-sama mengeluhkan mengenai 

kehandalan petugas administrasi dan antrian yang lama. namun Pernyataan 

yang berbeda penulis dapatkan dari salah satu pasien rawat jalan yang 

mengatakan bahwa : 

“Kehandalan standar buat sekelas Rumah Sakit Umum, kalau untuk 
mengharapkan kesembuhan kita selaku pasien harus percaya sama yang 
mengobati, sejauh ini saya masih percaya dengan kehandalan rumah sakit 
karena  biar bagaimanapun kita datang disini karena dari rujukan puskesmas , 
jadi mau tidak mau yah harus berobat disini.” (wawancara dengan Ml (29 tahun) 
pasien rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten 
Bone). 

       (wawancara 10 januari 2018) 

 

Dari pernyataan tersebut penulis dapat melihat bahwa tidak semua 

pasien mengeluhkan kehandalan dari petugas rumah sakit, masih ada pasien 

yang percaya akan kehandalan petugas rumah sakit. Dari hasil wawancara 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepercaayan dan kehandalan 

petugas di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone belum maksimal hal tersebut 

ditandai dengan adanya keluhan-keluhan pasien yang seolah-olah mengatakan 

bahwa tidak ada pilihan lain selain berobat di RSUD Tenriawaru sebab statusnya 

yang merupakan pasien rujukan dari puskesmas daerah. Jika melihat hal 
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tersebut harus ada upaya perbaikan kualitas pelayanan dari pihak manejeman 

rumah sakit umum daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone sehingga bisa 

memunculkan kepercayaan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan di rumah 

sakit tersebut. Pentingnya memberikan pengarahan kepada semua petugas 

dibagian administrasi maupun petugas medis agar memiliki kehandalan yang 

benar-benar diharapkan oleh setiap pasien pengguna BPJS Kesahatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone, karena 

bagaiamanapun dalam hal pelayanan harus mengutamkan kepuasan dari 

pemakai layanan sehingga menimbulkan kepercayaan untuk kembali berobat. 

V. 5  Recovery (pengendalian situasi dan pemecahan masalah) 

  Pada kriteria ini pasien menilai  bahwa jika ada kesalahan atau terjadi 

sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia layanan akan segera 

mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan 

yang tepat. Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukur 

apakah penyedia layanan (staf administrasi dan petugas medis) dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien sudah memenuhi dimensi Recovery 

adalah sebagai berikut :  

1. Memperbaiki hal yang salah  

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan mutlak yang harus diberikan 

pemerintah kepada masyarakat dan dijamin dalam undang-undang Dasar 1945. 

Oleh karena itu , kiranya setiap rumah sakit apalagi rumah sakit milik pemerintah 

harus bisa cepat tanggap dalam mengatasi kebutuhan darurat masyarakat akan  

pelayanan kesehatan dan ketika menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan 

prosuder maka bagaimana peran penting penyedia layanan dalam mengatasi dan 

memperbaiki kesalahan tersebut. Dari hasil penelitian penulis dapat mengetahui 
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seperti apa tindakan dari petugas administrasi maupun petugas medis di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru  dalam menghadapi situasi darurat dan 

bagaimana ketenangan petugas serta bagaimana pihak kepala rumah sakit untuk 

memperbaiki kesalahan yang terjadi. 

Berikut hasil wawancara dengan beberapa pasien  terkait  bagaimana 

tindakan petugas medis jika terjadi situasi darurat. 

“ saya pernah ketika itu istri saya mengalami pendarahan pasca melahirkan dan 
harus dilarikan kerumah sakit RSUD Tenriawaru, pada saat itu di ruang IGD 
istri saya sangat membutuhkan penanganan darurat, dan Alhamdulillah petugas 
medis memberikan tindakan dengan cepat”. (wawancara dengan SA. (35 
tahun) keluarga pasien rawat inap penggunan BPJS Kesehatan RSUD 
Tenriawaru Kabupaten Bone). 

(wawancara 11 januari 2018) 

 

Dari pernyataan pasien yang mengatakan bahwa petugas medis yaitu 

dokter maupun perawat pada saat situasi darurat memberikan tindakan dengan 

cepat menandakan bahwa mereka mampu mengatasi dan merespon dengan 

cepat  masalah pasien. Hal yang sama disampaikan oleh pasien yang lain, beliau 

mengatakan :  

“sudah cukup baik, responya capat saat dibutuhkan.” (wawancara dengan FT 
(21 tahun) pasien rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone). 

(wawancara 11 januari 2018) 

 

Hal senada di utarakan oleh pasien ke tiga saat diwawancarai, beliau 

mengatakan bahwa :  

“ibu rasa sudah cukup bagus, responya juga lumayan cepat, ini anak saya 
kemarin kecelakaan masuk ruang UGD dan sangat membutuhkan 
penanganan dokter secepatnya, dan pada jam itu juga langsung di tangani.” 
(wawancara dengan LG (28 tahun)  keluarga pasien rawat inap penggunan 
BPJS   Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone). 

        (wawancara 11 januari 2018) 
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Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam situasi darurat 

petugas medis cepat tanggap dan bisa diandalkan dalam melayani pasien. Tapi 

hal yang justru berbeda penulis temukan ketika mewawancarai pasien lain yang 

juga pengguna BPJS Kesehatan. 

“pada saat saya di rujuk dari puskesmas di desa Biru untuk berobat di rumah 
sakit ini, saya diharuskan untuk dirawat inap oleh dokter yang menangani 
saya. Ketika itu saya harus menunggu sekitar satu jam hanya untuk mengurus 
administrai saja. Alasanya sebagai pengguna BPJS harus ada persyaratan 
yang perlu dilengkapi.” (wawancara dengan KS (25 tahun) pasien rawat jalan 
penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone). 

(wawancara 11 januari 2018) 
 

Dari wawancara tersebut penulis dapat melihat bahwa yang banyak 

mendapatkan keluhan dari pasien adalah pada bagian kepengurusan 

administrasi, Hal tersebut hampir sama dengan pasien yang berinisial ST (30 

tahun)  yang pernah saya wawancari sebelumnya terkait komplian masalah 

nomor antrian yang  tidak beraturan dan diabaikan oleh petugas bagian 

administrasi, adapun  kutipan hasil wawancaranya yaitu : 

“Saya dari  nomor antrian 72 tapi yang dilayani langsung antrian 200, padahal 
saya antri dari pagi, bagaimana kalau orang tua saya pingsan ? mana sholat 
juga sudah dilalaikan,  saya rasa percuma ada nomor antrian, percuma antri 
dari pagi-pagi nyatanya  tidak dilayani dengan baik, saya komplain disitu 
malah tidak ada yang menyahut.” (wawancara dengan ST (30 tahun)  
keluarga pasien rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru 
Kabupaten Bone). 

 (wawancara 8 januari 2018) 

    
Dari jawaban diatas menunjukan bahwa masih terdapat beberapa 

pernyataan yang menunjukan bahwa adanya petugas medis yang merspon 

dengan baik dalam situiasi darurat serta pernyataan yang menunjukan bahwa 

tidak cepatnya petugas administrasi dalam merespon situasi darurat meskipun 

tidak semuanya. Pernyataan diatas seakan mengarah kepada pihak Rumah 
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Sakit Umum (RSUD) Tenriawaru untuk harus lebih mengoptimalkan hal tersebut 

agar tidak terjadi anggapan andanya diskriminasi antara pasien pengguna BPJS 

dengan  pasien umum. Hal diatas memang sangat diperlukan perbaikan agar 

tidak ada pasien yang merasa dirugikan ketika dalam situasi darurat dan  agar 

dapat tercipta pelayanan yang berkualitas serta memuaskan pengguna layanan. 

Terkait masalah tersebut penulis mencoba mencari tahu bagaiamana 

tindakan dari kepala rumah sakit dalam   memperbaiki kesalahan- kesalah yang  

yang terjadi. Berikut hasil wawancara oleh ibu Farida selaku Kabid Pelayanan 

Medis yang mewakili ibu Direktur . Beliau mengatakan bahwa  :  

    “Tidak bisa kami pungkiri bahwa dalam memberikan pelayanan  biasa terjadi     
kesalahan yang tanpa disengaja, bukan hanya dirumah sakit, tetapi seluruh 
instansi yang ada di Indonesia pastilah ada kesalahan-kesalahan teknis, karna 
kita hanya manusia biasa yang memang terkadang salah. Dan biasanyan ketika 
ada komplain dari pasien, keluarga pasien terkait lamanya mengantri, merasa 
di diskriminasi. sebenarnya itu hal yang keliru, karena terkadang banyak pasien 
yang ingin cepat dilayanai namun berkas mereka tidak lengkap, dan menurut 
prosuderkan kita tidak bisa layani. Tetapi terkait dengan masalah itu kami 
biasanya memberi penjelasan baik-baik kepada keluarga pasien. Kalaupun ada 
kesalahan kami akan bicarakan kepada pihak Komite Kode Etik dan staf yang 
melakukan kesalahan pastinya kami sebagai atasan  akan memberikan sanksi 
berupa teguran.” (wawancara dengan Ibu.Fr selaku Kabid Pelayanan Medis 
RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone).  

 (wawancara 11 januari 2018) 
 

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan pernyataan dari Kabid 

Pelayanan Medis yang mengakui bahwa memang biasa terjadi kesalahan, 

adanya pasien atau kelurga pasien merasa  dibedakan, terkait lamanya antrian 

justru Kabid Pelayanan menggap semua itu adalah hal keliru karena mereka 

merasa telah melaksanakan tugas dengan baik  dan untuk  memperbaiki 

kesalahan- kesalahan  mereka akan membicarakan pada pihak Komite Kode Etik 
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dan memberikan sanksi berupa teguran kepada petugas yang berbuat 

kesalahan. 

Dari indikator memperbaiki kesalahan sudah berjalan dengan baik 

,namum masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki terutama pada bagian 

pelayanan admistrasi yang masih dikeluhkan oleh pasien sedangkan petugas 

medis cepat respon pada saat situasi darurat, dan ketika peneliti mewawancarai 

Kabid pelayanan medis ia memberikan respon yang cukup baik , menjelaskan 

bagaimana tindakan mereka jika terjadi kesalahan. Dari hasil yang peneliti 

temukan dapat dikatan bahwa dalam menjalankan tugas mereka telah memenuhi 

dimensi Recovery (pengendalan situasi dan pemecahan masalah 

pelayanan). 

V.6 Reputation and Credibility (Nama baik dan dapat di percaya) 

Pada kriteria ini pasien menyakini bahwa RSUD Tenriawaru dapat 

dipercaya dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab pada 

pasien. artinya  Sebuah penyedia jasa dapat dikatakan terpercaya apabila 

mampu bertanggung jawab terhadap pelanggan.  

Rumah sakit umum daerah (RSUD) Tenriawaru Kabupaten Bone 

merupakan salah satu instansi milik pemerintah daerah yang di beri tanggung 

jawab penuh untuk melayani kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone,  tidak 

hanya  wilayah Kabupaten Bone saja, tetapi hingga wilayah kabupaten 

sekitarnya seperti Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. 

Rumah sakit ini telah mendapatkan pengakuan dari KARS (Komite Akreditasi 

Rumah Sakit) sebagai rumah sakit yang terakreditasi penuh tingkat dasar untuk 5 

(lima) jenis pelayanan sejak tanggal 6 Februari 2008 . Jenis pelayanan tersebut 
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meliputi pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan 

gawat darurat, pelayanan keperawatan dan pelayanan rekam medis. 

Untuk mengetahui apakah rumah sakit ini selama melayani masyarakat 

memiliki reputasi yang baik dimata  pasien dan dapat dipercaya masyarakat 

dapat di lihat dari tanggung jawab seluruh petugas  dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien atau masyarakat. 

1. Tanggung jawab 

Untuk menceriminkan kepercayaan kepada pasien  maka hal yang perlu 

diperhatikan oleh pemberi pelayanan adalah tanggung jawab. Sebab tanggung 

jawab merupakan kewajiban utama untuk melayani kepentingan publik, dan 

bagaiamanapun harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan pasien 

diatas diri pribadi. Untuk memunculkan kepercayaan  masyarakat atau pasien 

terhadap penyedia jasa maka petugas administrasi maupun petugas medis 

dalam  melaksanakan tugas harus mampu bertanggung jawab kepada pasien 

yang dilayani agar pasien merasa puas  akan pelayanan yang diberikan.   

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa petugas medis maupun 

petugas administrasi dapat dikatakan sangat bertanggung jawab kepada pasien,  

meskipun banyak kekurangan yang dimilki Rumah Sakit Tenriawaru, tetapi 

rumah sakit ini masih di percaya oleh masyarakat Kabupaten Bone untuk 

memberikan pelayanan. Dan berdasarkan data, Rumah Sakit ini telah banyak 

mendapatkan penghargaan di tahun 2015 diantaranya : 

1. Peringkat I Kategori Pengelola Barang/ Aset Terbaik Tahun Anggaran 

2015 

2. Peringkat III Kategori Penerimaan PAD Terbaik Tahun Anggaran 2015 

3. Peringkat III Kategoti Bendahara Penerimaan terbaik Tahun 

Anggaran  2015 

4. Peringkat III Stand Terbaik SKPD pada Bone Expo Tahun 2015 
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Dari data tersebut menujukan bahwa rumah sakit ini cukup memiliki 

reputasi yang baik. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara kepada pasien 

yang pernah berobat di rumah sakit Umum daerah Tenriawaru dan merupakan 

pasien pengguna BPJS. Salah satunya AQL beliau mengatakan bahwa : 

“Meskipun masih ada kekurangan yang dimiliki rumah sakit, tetapi kami 
masih percaya dan yakin bahwa semua petugas disini bertanggung jawab 
kepada pasien yang dilayani. Seperti pada saat saya dirawat 1 minggu yang 
lalu, dokter selalu datang tepat  waktu untuk memeriksa saya,  perawat setiap 
pagi, siang, sore dan malam datang untuk mengecek keadaan saya.”  
(wawancara dengan AQL (29 tahun)  pasien rawat inap penggunan BPJS 
Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone) . 

(wawancara 12 januari 2018) 

Dari pernyataan bahwa meskipun rumah sakit milik pemerintah masih 

memiliki kekurangan mereka tetap percaya bahwa petugas tetap bertanggung 

jawab kepada pasien, menandakan bahwa rumah sakit umum daerah tenriawaru 

memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat. Hal yang hampir sama dikatakan 

pulah oleh pasien yang lain, beliau mengatakan bahwa :  

 

 

“Semua petugas menurut saya sangat bertanggung jawab terhadap tugas 
dan kewajibannya masing-masing, saat  keadaan darurat mereka cepat 
tanggap dalam menangani”. (wawancara dengan SDM (33 tahun)  pasien 
rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD Tenriawaru Kabupaten 
Bone) . 

        (wawancara 12 januari 2018) 
 

Hal senada peneliti temukan dengan pasien yang lain, beliau mengatakan bahwa  

“Kalau masalah kekurangan yang dimiliki oleh rumah sakit yah masih 
banyak kekurangan, seperti keramahan petugas disini misalnya, tetapi 
dengan adanya kekurangan tersebut, bukan berarti mereka tidak 
bertanggung jawab pada tugas yang telah diberikan. Menurut saya pribadi  
mereka  sudah melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, jika 
tidak bertanggung jawab kan, pasti kami tidak dilayani, tetapi nyatanya 
kami masih diberi pelayanan.” (wawancara dengan SHN (22 tahun) 
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keluarga  pasien rawat jalan penggunan BPJS Kesehatan  RSUD 
Tenriawaru Kabupaten Bone) . 

          (wawancara 12 januari 2018) 

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengetahui bahwa petugas 

medis maupun petugas administrasi bertanggung jawab pada pasien, hal 

tersebut dibuktikan dengan tanggapan dari pasien saat wawancara, mereka 

menilai bahwa meskipun dirumah Sakit Umum Daerah RSUD Tenriawaru masih 

ada kekurangan, tetapi para petugas tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya 

dalam melayani pasien, hal tersebut membuktikan bahwa dimata masyarakat 

Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru ini masih memiliki reputasi dan masih 

dipercaya oleh masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. 

Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulisi, pada saat observasi 

penulisi melihat banyaknya pasien yang antri untuk berobat di RSUD Tenriawaru, 

dan kebanyakan mereka merupakan pasien pengguna BPJS. Berdasarkan data 

Selama Tahun 2013 sampai dengan 2016, RSUD Tenriawaru telah melayani 

pasien Rawat Jalan dengan total kunjungan 198.246 baik kunjungan baru 

maupun kunjungan lama, dan pasien rawat inap sebanyak 65.340. (sumber 

Bagian Rekam Medis RSUD Tenriawaru). Dari data dan hasil observasi ini 

menunjukan bahwa meskipun banyak kekurangan yang dimiliki rumah sakit 

terutama pada keramahan petugas bagian administarasi, antrian yang lama, 

fasilitas ruang tunggu yang kurang memadai, namun tingkat kepercayaan 

masyarakat untuk berobat di rumah sakit ini cukup besar. 
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V.7  Tabel Observasi Indikator Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di 

RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone  

 

 

Dari tebel observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum 

kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan jika 

dilihat dari 6 unsur yang digunakan untuk menilai kualitas layanan BPJS 

Kesehatan.  

1. Profesionalisme and skiil 

Pada indikator ini telah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari tingkat 

pendidikan, pelatihan, seminar,dan  workshop yang di ikuti petugas medis 

maupun non medis cukup mencerminkan pengetahuan  dan keterampilan 

yang dimiliki oleh petugas administrasi, perawat, dokter dalam melayani 

pasien sudah professional dan mempunyai keahlian.  

 

 
No 

 

Indikator  

Petugas 
administarsi 
pelayanan 

BPJS 

 

Perawat 

 

  Dokter  

1 Profesionalisme and Skill Baik  Baik       Baik  

2 Attitudes and behavior Cukup  baik  Cukup baik      Baik  

3 Accessbility and flexibility Kurang baik      Baik       Baik  

4 Realibility and 
trustworthiness 

Kurang baik     Baik       Baik  

5 Recovery Cukup baik      Baik       Baik  

6 Reputation and credibility     Baik      Baik       Baik  
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2. Attitudes and behavior 

Pada indikator ini cukup berjalan baik, namun masih ada beberapa hal 

yang masih perlu untuk ditingkatkan terutama pelayanan pada petugas 

bagian administrasi yang masih baru serta perawat berusia mudah 

cenderung masih kaku dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 

3. Accessbility and flexibility 

Pada indikator ini cukup berjalan baik, namun masih ada beberapa hal 

yang masih perlu untuk ditingkatakan terutama akses pada pelayanan 

administrasi yang   dinilai lambat dalam merespon pasien.  

4. Realibility and trustworthiness 

Pada indikator ini mengenai tingkat kepercayaan penuh pasien terhadap 

petugas rumah sakit dinilai masih belum sepenuhnya dikatakan handal, 

artinya masih perlu adanya perbaikan dan pelayanan masih perlu untuk 

dimaksimalkan. 

5.  Recovery 

Pada indikator ini mengenai tindakan petugas medis dan petugas non 

medis dalam situasi darurat cukup berjalan dengan baik, namun masih 

perlu untuk ditingkatkan lagi terutama pada pelayanan administrasi yang 

masih dinilai kurang respon dan tanggap oleh pasien. 

6.  Reputation and credibility 

Pada indikator ini mengenai nama baik rumah sakit dimata masyarakat, 

kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab petugas medis maupun 

non medis yang bekerja di RSUD Tenriawaru. Pada indikator ini berjalan 

baik dan  tingkat kepercayaan masyarakat untuk berobat di rumah sakit 

ini cukup besar. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan dan temuan-temuan dilapangan mengenai 

“Kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

Kabupaten Bone.” Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan BPJS 

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sudah 

cukup berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki agar tercipta pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien.  

VI. 2. Saran  

Ada beberapa saran yang peneliti ingin sampaikan terkait dari hasil 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Sikap dan perilaku petugas administrasi yang kurang ramah dalam 

memberikan pelayanan terhadap pasien  terutama sikap perawat muda dan 

mahasiswa PKL perlu untuk diperbaiki. 

2. Akses untuk mendapatkan pelayanan yaitu kecepatan dan kemudahan 

dalam pemberian pelayanan oleh petugas administarsi masih perlu untuk 

ditingkatkan. 

3. Kehandalan dan kepercayaan terhadap petugas administrasi dan petugas 

medis masih belum maksimal, masih perlu untuk untuk diperbaiki dan 

ditingkatkan. Serta respon petugas administarsi kepada pasien masih perlu 

untuk diperbaiki. 

4.  Petugas administrasi dan di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 

diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih baik, lebih 
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meningkatkan kinerjanya, dan lebih memperhatikan keinginan pasein agar 

dapat tercipta pelayanan yang berkulitas dan memuaskan pasien. 

5. Dari pihak RSUD Tenriawaru harus memberlakukan reward and  

punishment untuk petugas administrasi dan petugas medis, sehingga 

memotivasi mereka memberikan pelayanan maksimal kepada pasien serta 

juga bisa mempercepat waktu pelayanan yang sering dikeluhkan oleh 

pasien. Harus ada upaya memperbaiki masalah ini dari pihak manajemen 

RSUD Tenriawaru, karena bagaimanapun dalam hal pelayanan publik, 

orientasi dari lembaga publik adalah publik itu sendiri. 

6. Memberikan sangsi tegas pada petugas administrasi maupun petugas 

medis yang tidak ramah terhadap pasien. 
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LAMPIRAN 
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Suasana RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 

 

 

Suasana  antiarian pasien depan pintu masuk RSUD Tenriawaru 
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Suasana antirian pasien di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 
Kabupten Bone 
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   Suasana Loket Pendaftaran Pasien Pengguna  BPJS  RSUD 

Teneriawaru Kabupaten Bone . 
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Wawancara Dengan Kabid Pelayanan Medis, salah satu petugas Administrasi, 

dan salah satu perawat RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone. 

 



 
 

115 
 

 

 

wawancara dengan beberapa pasien pengguna BPJS Kesehantan RSUD  

Tenriawaru. 
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1. Ibu FR             : Ibu Farida 

2. Ibu SHN          : Suharni 

3. Ibu AQL          : Aqila 

4. Bapak SDM    : Sudirman 

5. Ibu ST             : Sitti 

6. Ibu KS             : Kasmianti 

7. Bapak LG        : Linge  

8. Ibu FT              : Fitri 

9. Ibu SA              ; Sani 

10. Ibu MI               : Mila 

11. Ibu SN              : Sunarti 

12. Ibu AY              ; Ayu  

13. Bapak HS  : Hardianto suhair 

14. Ibu RD   : Rahma diani 

15. Ibu MA   : Marlina 

16. Ibu NA   ; Nani 

17. Bapak NR  : Nurdin 

18. Ibu MI   : Mita 

19. Ibu LE   : Lena 

20.  Ibu RA  ; Rahmatiah 

21. Bapak AT  : Andi Tamrin 

22. Ibu HS   : Hasna 
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Perkembangan ketenagaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
RSUD Tenriawaru Kab. Bone 

Tahun 2014 – 2016 
 
No 

 
Kualifikasi 

2014 2015 2016 
P N S Non 

PNS 
Jml P N S Non 

PNS 
Jml P N S Non 

PNS 
Jml 

FT PT FT PT FT PT 
TENAGA KESEHATAN 
A. Tenaga Medis             
1 Dokter Umum 17 - - 17 10 - - 10 12 - 2 14 
2 Dokter PPDS 2 - - 2 3 - - 3 - - - - 
3 Dokter Spesialis 

Bedah 
2 - - 2 3 - - 3 3 - - 3 

4 Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam 

3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

5 Dokter Spesialis 
Kesehatan Anak 

2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

6 Dokter Spesialis 
Obstetri dan 
Gynecologie 

1 - - 1 1 - 1 2 2 - 2 4 

7 Dokter Spesialis 
Radiologi 

2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

8 Dokter Spesialis 
Anasthesi 

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

9 Dokter Spesialis 
Patologi Klinik 

1 - - 1 2 - - 2 2 - - 2 

10 Dokter Spesialis 
Mata 

1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 

11 Dokter Spesialis 
THT 

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

12 Dokter Spesialis 
Kulit dan Kelamin 

- 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 

13 Dokter Spesialis 
Saraf 

2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

14 Dokter Spesialis 
Orthopedi 

1 - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 

15 Dokter Spesialis 
Jiwa 

2 - - 2 1 - - 1 1 - - 1 

16 Dokter Gigi 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 
17 Dokter/ Dokter 

Gigi/MHA/MARS 
1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

17 Dokter/Dokter Gigi 
S2/S3 Kes. 
Masyarakat 

4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

B. Tenaga Keperawatan             
1 S1 Keperawatan 33 - 22 55 51 - 3 54 80 - 29 109 
2 D4 Kebidanan 1 -  1 1 - - 1 3 - 6 9 
3 D3 Keperawatan 88 - 200 288 76 - 197 273 48 - 165 213 
4 D3 Kebidanan 17 - 75 92 16 - 66 82 14 - 51 65 
5 D3 Keperawatan 

Anasthesi 
2 - - 2 - - - - 2 - - 2 

6 D3 Kesehatan Gigi 5 - - 5 6 - - 6 6 - - 6 
7 Perawat Kesehatan 

(SPK/SPR) 
2 - 1 3 - - 1 1 - - 1 1 

8 Tenaga 
Keperawatan 
Lainnya 

- - - - - - - - - - - - 

              
C. Tenaga Kefarmasian              
1 Apoteker 10 - 4 14 11 - 4 15 11 - 4 15 
2 S1 Farmasi 3 - 5 8 2 - 5 7 2 - 6 8 
3 Akademi Farmasi 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 
4 Asisten Apoteker 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 
D. Tenaga Kesehatan             
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Masyarakat 
1 S2 Kesehatan 

Masyarakat 
8 - - 8 7 - - 7 8 - - 8 

2 S1 Kesehatan 
Masyarakat 

15 - 15 30 15 - 13 28 15 - 13 28 

3 D3 Sanitarian 1 - - 1 - - 1 1 - - 3 3 
4 D1 Sanitarian - - 2 2 - - - - - - - - 
5 Tenaga Kesehatan 

Masy. Lainnya 
- - - - - - - - - - - - 

              
E. Tenaga Gizi             
1 S1 Gizi 2 - - 2 1 - - 1 2 - 3 5 
-2 D4 Gizi 1 - - 1 4 - - 4 1 - - 1 
3 D3 Gizi 9 - - 9 7 - - 7 7 - - 7 
              

F. Tenaga Keterapian 
Fisik 

            

1 D3 Fisioterapi 3 - 2 5 3 - 2 5 5 - 2 7 
              
 Tenaga 

Keteknisian Medis 
            

1 D3 Teknik Gigi 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 
2 D3 Teknik 

Radiologi dan 
Radioterapi 

7 - - 7 6 - - 6 6 - 2 8 

3 D3 Perekam Medis 1 - - 1 1 - 2 3 1 - - - 
4 D3 Teknik 

Elektromedik 
- - - 1 2 - - 2 2 - - 2 

5 D3 Analis Kes. 8 - 3 11 7 - 4 11 7 - 7 14 
   

A Pasca Sarjana             
1 S2 Administrasi  1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 
2 S2 Ekonomi/ 

Akuntansi 
1 - - 1 1 - - 1 - - - - 

3 S2 Hukum - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 
4 S2 Administrasi 

Kes. Masyarakat 
- - - - - - - - - - - - 

              
B Sarjana             
1 Sarjana Psikologi - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 
2 Sarjana Ekonomi/ 

Akuntansi  
3 - 9 12 3 - 10 13 2 - 11 13 

3 Sarjana 
Administrasi 

5 - 2 7 3 - 2 5 3 - 8 11 

4 Sarjana Hukum - - 6 6 1 - 6 7 1 - 3 4 
5 Sarjana Komputer - - 4 4 - - 2 2 - - 4 4 
6 Sarjana Lainnya - - 1 1 - - 2 2 - - 5 5 
              

C Sarjana Muda/ D3/ 
Akademi 

            

1 Sarjana Muda 
Ekonomi/ 
Akuntansi  

- - - - - - - - 1 - 5 6 

2 Sarjana Muda 
Komputer 

- - - - - - - - - - - - 

3 Sarjana Muda/ D3 
lainnya 

- - - - 1 - 8 9 - - 10 10 

              
D Sekolah Menengah 

Tingkat Atas 
(SMA) 

            

1 SMA/ SMU 16 - 90 106 19 - 110 129 16 - 120 136 
2 SMEA/ SMK - - 15 15 - - 11 11 - - - - 
3 SMKK - - - - - - - - - - - - 
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4 SMTA Lainnya - - 15 15 - - 12 12 - - 14 14 
              
E SMTP dan SD 

Kebawah 
            

1 SMTP/ SMP - - 23 23 - - 26 26 - - 30 30 
2 SD Ke bawah - - 43 43 - - 39 39 - - 25 25 

 TOTAL 291 1 539 832 288 2 529 819 287 - 535 822 
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Nama : Saribulang Sultan 

Tempat dan Tanggal Lahir : Pammusureng, 30 Agustus 1995   

Alamat : Jl. Damai, Pondok Rabbani, Tamalanrea Indah 

Nomor telpon : 082346715920 

Nama  Orang Tua   

Ayah  : Sultan Ahmad 

Ibu : Murniati 

 

Pendidikan Formal : 

• SDN  277 Palattae Kabupaten Bone      

• SMP NEGERI 1 Kahu Kabupaten Bone  

• SMA Negeri 1 Kahu Kabupaten Bone   

• Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS  

 
Pengalamam Organisasi : 

• Anggota HUMANIS FISIP UNHAS  

• Anggota Departemen Biro Kesekretariatan HUMANIS FISIP UNHAS  

• Anggota UKM Pencak  silat FISIP UNHAS  

 



PEMERJNTAH KABUPATEN BONE 
RUMAH SAKl'l' llMUM DAERAH i'ENRiAWARll KELAS B 

Alamat :Jin. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.12. Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan 
Kode Pos 92733 Tlp.(0481) 210069, Fax: 0481-26634 

SURAT KETERANGAN 
NO : 070 /06.0 l...20., /RSU 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 

Kelas B Bone menerangkan bahwa yang tersebut namanya berikut ini 

Nama 

Nomor Pokok 

P rog. S tudi 

: Saribulang Sultan 

: E21114013 

: Sl limo Ad ministarsi Negara 

Benar telah melakukan Penelitian di RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, dari tanggal 

03 Januari s/d 02 Februari 2018, dengan judul Skripsi "KUALITAS PELAYANAN BPJS 

KESEHAT AN DI RUMAH SAK.IT UMUM DAERAH (RSUD) TENRIA W ARU 

KABUPATEN BONE". 

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

anSDM 

... 
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